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ABSTRAK 
 

Desyana Royi Nurul Ummah (D03215004), Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 13 Surabaya, Dosen Pembimbing I Dr. Mukhlisah, AM, M.Pd dan Dosen 
Pembimbing II Hj. Ni’matus Sholihah, M.Ag 

Skripsi ini membawakan judul Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
Negeri 13 Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 
kebijakan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di SMP 
Negeri 13 Surabaya dan mendeskripsikan faktor penghambat dan pendukung kebijakan 
Kepala Sekolah. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Subjek penelitian ini 
adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, guru inklusi, dan orang 
tua. Objek penelitian ini adalah kebijakan kepala sekolah dalam penerapan pendidikan 
inklusi. Data penelitian diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
mengimplementasikan Pendidikan Inklusi meliputi pembuatan program kerja tahunan 
pendidikan inklusi, proses penerimaan siswa baru berkebutuhan khusus yang diawali 
dengan pengidentifikasian ketunaan siswa, penyusunan kurikulum dengan kondisi 
siswa berkebatasan, dan ruang pintar sebagai tempat pembelajaran di luar kelas siswa 
berkebutuhan khusus. (2) terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat dari 
kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan Pendidikan inklusi yang sudah 
sesuai teori dan yang tidak sesuai pada kondisi lapangan di sekolah SMP Negeri 13 
Surabaya beserta dengan solusi yang sudah dilakukan. 

Kata kunci: Kebijakan kepala sekolah, faktor pendukung, faktor penghambat, 
dan pendidikan inklusi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Semua manusia tentu membutuhkan pendidikan bagi kelangsungan 

hidupnya, karena segala aspek kehidupan akan mebutuhkan wawasan yang 

diperoleh dari pendidikan.1 Selain itu, hak untuk mengenyam pendidikan adalah 

hak semua orang untuk dapat menggapai segala impian yang ia cita-citakan. Maka 

dari itu, pendidikan adil dan merata tanpa membeda-bedakan fisik ataupun psikis 

terutama pada peserta didik berkebutuhan khusus yakni peserta didik difabel adalah 

suatu keharusan. Dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 tertulis bahwa 

setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pendidikan serta Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 pasal 5 yang 

berbunyi negara dalam hal ini adalah pemerintah menjamin penuh layanan 

pendidikan yang baik terhadap siswa berkebutuhan khusus.2 

 Secara luas pendidikan inklusi sudah banyak digunakan dan dikembangkan 

oleh beberapa negara. Kesempatan itu ditandai deklarasi PBB pada 2006 mengenai 

hak asasi manusia untuk mendapat partisipasi penuh senua orang dalam pendidikan 

dan memberikan kejelasan bahwa pendidikan didapatkan semua anak tanpa adanya 

diskriminasi.3 

                                                           
1Jasa Ungguh Muliawan, Epistemologi Pendidikan, (Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 
2008), 21. 
2Dedy Kustawan, Manajemen Pendidikan Inkulisif, (Jakarta: PT. Luxima Metro Media, 2016), 12. 
3Latifa Garnisti Rifani, “Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus 
di SD Negeri Bangunrejo 2 Yogyakarta” (Skripsi., Universitas Negeri Yogyakarta, 2016), 3. 
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Berdasarkan Permendiknas No. 70 tahun 2009, pendidikan inklusi adalah 

proses pelaksanaan pendidikan dengan memberikan kebebasan bagi semua peserta 

didik baik yang normal maupun berkebatasan guna memenuhi haknya serta 

menggali bakat dan potensi kecerdasan di balik kekurangan yang dimilikinya dalam 

suatu lingkungan belajar bersama siswa yang beragam (heterogen).4 

Lembaga pendidikan yang membuka tempat lebar-lebar bagi ABK untuk 

belajar mengembangkan diri sesuai motivasi bakat dan minatnya bersama anak 

normal disebut inklusi berbeda dengan SLB yang lebih khusus terdiri dari murid 

berkebetasan. Implementasi program inklusi bagi ABK tertera dalam Permendiknas 

tentang pendidikan inklusi untuk anak berkelainan mental dan fisik serta yang 

mempunyai kecerdasan emosional yang unik.5 Anak berkebutuhan khusus adalah 

anak yang dianugerahi kekurangan yang tidak dimiliki oleh anak normal. Anak 

berkebutuhan khusus bukan sepenuhnya anak tidak sempurna yang memiliki 

banyak kekurangan, lebih dari itu anak berkebutuhan khusus di samping 

berkebatasan juga memiliki keunggulan yang tidak biasa disbanding kecacatannya. 

Maka dari itu, kekurangan bukan menjadi alasan untuk memberhentikan 

peluangnya untuk belajar, justru dari kekurangan itulah perlu diberkan 

pembelajaran secara masif untuk meningkatkan kekurangannya itu menjadi 

kelebihan. 

Di dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang penyelenggaraan 

pendidikan inklusi juga tertera pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 6 Permendiknas 

                                                           
4 Riant Nugroho, Pendidikan Indonesia; Harapan, Visi dan Strategi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 
2008), 23. 
5Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia  Nomor 70 tahun 2009 
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tentang pendidikan inklusi bagi siswa berkebatasan dan termasuk gifted children 

(anak jenius), perlu mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusi provinsi Jawa 

Timur dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur.6 

Pendidikan inklusi ialah suatu program pelayanan pendidikan dengan 

memberikan kebebasan penuh terhadap anak berkebutuhan khusus untuk 

menambah wawasan, relasi, dan meingkatkan kemampuan yang didapat dari 

lingkungan bersama anak normal. Berdasarkan definisi Dirjen pendidikan luar 

biasa, program  inklusi ialah serangkaian layanan pendidikan yang memberikan 

perhatian terhadap perkembangan dan kebutuhan individu terutama anak 

berkebetasan untuk memberikan proses belajar yang optimal. Pada prinsipnya, 

layanan pendidikan inklusi bertujuan untuk mewujudkan haknya dalam menggapai 

kesuksesan dan cita-citanya.7 

Sebagai sebuah pendekatan, pendidikan inklusi berfungsi untuk memberi 

pemenuhan terhadap keperluan sekolah dan kepentingan pembelajaran serta lebih 

diprioritaskan terhadap mereka yang termarginalkan dan terkucilkan akibat 

keterbatasan yang dimiliki. Adapun prinsip sekolah inklusi berasal dari konferensi 

Salamanca yang membahas pendidikan  luar biasa dan diulang kembali pada forum 

pendidikan.8 Pendidikan inklusi adalah suatu program yang harus diwujudkan 

melalui penerapan yang dilakukan oleh sekolah dengan acara mengakomodasi 

seluruh keberagaman kondisi siswa baik fisik, intelektual, ras, ekonomi, termasuk 

                                                           
6Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 6 tahun 2011 
7 Dadang Garnida, Pengantar PendidikanInklusi, (Bandung: Refika Aditama, 2015), 43. 
8Salamanca, P. Kerangka Aksi dalam Pendidikan Kebutuhan Khusus, Konferensi Dunia tentang 
Pendidikan Kebutuhan Khusus: Akses dan Mutu. Salamanca, Spanyol: UNESCO dan Ministry of 
Education and Science, Spain. 1994 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

4 
 

anak yang memiliki kekurangan fisik maupun mental, anak berbakat khusus, anak 

pinggiran, dan anak lain yang kurang beruntung.9 

Dalam proses pengimplementasian kebijakan konsep inklusi terhadap 

satuan pendidikan terdapat alur yang berasal dari hulu yakni UUD 1945 hingga ke 

hilir yakni sampai ke arah peserta didik. Adapun alur setelah UUD 1945 berlanjut 

pada Undang-Undang, kemudian pemerintah membuat peraturan dalam Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia, selanjutnya turun pada keputusan presiden, 

berlanjut pada perintah presiden, turun lagi ke keputusan menteri, peraturan 

pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kemudian diterima oleh kepala sekolah 

sekaligus menjabarkannya dalam bentuk kebijakan yang menyasar pada objek yang 

berkepentingan khususnya bagi peserta didik sebagai muaranya. Jadi dapat 

dikatakan bahwa kepala sekolah dalam membentuk dan mengelola kebijakan 

dipengaruhi oleh kebijakan di atasnya, sehingga dalam setiap aturan ditentukan oleh 

alur koordinasi yang bertalian. 

Permendiknas telah menyiratkan hal ihwal penerapan layanan pendidikan 

khusus salah satunya mengenai pembebasan kepada anak berkebutuhan khusus 

yang dapat memanfaatkan peluang tersebut untuk mengenyam pendidikan sekolah 

regular baik itu di satuan pendidikan tingkat dasar dan tingkat menengah.10 Ciri 

itulah yang menandakan adanya sekolah yang menyelenggarakan program inklusi. 

Oleh sebab itu, sekolah inklusi menjadi sarana pendidikan yang amat penting untuk 

                                                           
9Suwartini, Sri. Implementasi pendidikan karakter inklusi pada anak berkebutuhan 
khusus.Prosiding Konferensi Ilmiah Dasar. 2018 
10Peraturan Menteri Pendidikan Nasional  Nomor 70 Tahun 2009 
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melayani dan membantu anak berkebutuhan khusus dalam upaya menggapai cita-

citanya layaknya anak normal pada umumnya. 

Belakangan ini tampak problematika yang menghambat penerapan sekolah 

inklusi di Indonesia sehingga anak cacat kurang mendapat pendidikan yang layak 

dan optimal. Salah satu penghambatnya ialah masih adanya pemisahan lingkungan 

belajar antara siswa abnormal dengan siswa normal yang pada kenyataannya 

seolah-olah mendiskreditkan siswa disabilitas dengan menempatkannya pada 

Sekolah Luar Biasa (SLB) yang seakan-akan seperti sekolah untuk anak-anak cacat. 

Bila ditinjau dari dampaknya, SLB hanya akan menghambat proses kognisi, 

perkembangan motorik, dan interaksi sosial yang bisa didapat dengan bersekolah 

di sekolah reguler. Namun hal tersebut akan sukar terjadi karena SLB hanya 

memiliki anak berkebutuhan khusus yang pada dasarnya semua siswanya memiliki 

keterbatasan yang beragam, sehingga kecil kemungkinan seorang anak 

berkebutuhan khusus untuk berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan 

belajarnya. Lebih jauh lagi, SLB juga berdampak pada terkucilkannya anak 

berkebutuhan khusus dari kehidupan sosialnya serta sebaliknya masyarakat luar 

berkemungkinan kecil bisa berinteraksi dan mengetahui kehidupan anak 

berkebutuhan khusus secara intens. Atas kekurangan SLB tersebut, maka sekolah 

inklusi menjadi satu-satunya jalan lain yang dapat menutup segala kekurangan 

tersebut dan kiranya dapat merealisasikan motto pendidikan education for all atau 

artinya pendidikan untuk semua. Tingkat kesejahteraan suatu bangsa dapat dilihat 

dari pendidikannya yang diwujudkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah yang 

mengaturnya. Salah satunya ialah kebijakan yang mengatur tentang kesetaraan 
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pendidikan bagi seluruh warga negara khususnya anak berkebatasan fisik maupun 

mental tanpa adanya kesenjangan. Dalam rangka terselenggaranya kebijakan-

kebijakan penerapan sekolah inklusi maka dibutuhkan kepala sekolah yang 

berkompeten dan professional dalam mengurusinya. Permasalahan itulah yang 

menjadi alasan peneliti memilih untuk memecahkan masalah tersebut, dan 

berkeinginan menelisik kebijakan dalam pengimplementasian pendidikan inklusif 

yang dilakukan oleh kepala sekolah.  

Pada saat ini pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus mengalami 

pergesran bahkan perkembangan ke arah positif. Hal tersebut dapat diketahui 

bahwa awalnya pendidikan inklusi masih membagi kelas berdasarkan jenis 

ketunaannya sekaligus terpisah dari siswa normal dan dari masyarakat. Kelima 

pembagian sekolah berdasarkan ketunaan kini berubah menjadi pendidikan terpadu 

atau terintegrasi dengan mencampurbaurkan anak cacat dengan anak non-cacat 

dalam satu tempat bersama, namun dengan ketentuan anak berkebutuhan khusu 

yang masih mampu mengikuti kurikulum suatu sekolah. Meskipun masih ada 

beberapa SLB yang masih berdiri, namun sekolah inklusi sangat berperan penting 

untuk menjadikan anak berkebutuhan khusus memiliki peluang menjadi sukses.   

Selain itu, sebagai satuan pendidikan formal, sekolah mempunyai peran 

krusial dalam system pendidikan negara. Bagi sebagian sekolah-sekolah yang telah 

menerapkan sistem pendidikan inklusi, pasti mempunyai dasar kebijakan untuk 

mengelola dan mengatur seluruh komponen internalnya. Adapun lembaga 

pendidikan yang telah menerapkan progrsm inklusi ialah SMP Negeri 13 Surabaya. 

Menilik dari hasil wawancara penulis dengan waka kurikulum yang sekaligus guru 
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inklusi, sistem inklusi di SMP Negeri 13 sendiri sudah berlaku sejak tahun 2013. 

ABK di SMP Negeri 13 Surabaya cukup beragam dan merata, tidak terpusat pada 

satu kelompok kelas saja yakni ditempatkan secara tersebar dari kelas satu sampai 

kelas tiga yang di antaranya anak tunarungu, anak cacat tubuh, tunanetra, dan anak 

lamban berpikir. Pembelajaran pada ABK di SMP Negeri 13 Surabaya 

dilaksanakan secara terjadwal dengan membagi kelas menjadi 2 sesi kelas, kelas 

reguler dan kelas khusus. Untuk sesi kelas khusus, ABK didampingi oleh 2 guru 

pendamping khusus, yang salah satunya terdiri dari tenaga psikolog.11 

Supaya tujuan pendidikan dapat terlaksana maka diperlukan beberapa 

kriteria untuk membantu mewujudkannya. Termasuk pendidikan dalam lingkup 

sekolah yang perlu dikembangkan oleh semua komponen yang ada dalam rangka 

meningkatkan mutu sekolah. Oleh karenanya peran kepala sekolah sangat 

berpengaruh terhadap pencapaian visi misi sekolah. Kemampuan manajerial kepala 

akan menjadi efektif dan efisien jika didukung tenaga profesional, kurikulum yang 

fleksibel, pendidik yang kompeten, fasilitas yang mendukung, dan partisipasi 

masyarakat sekitar khususnya lingkungan keluarga peserta didik. Ketika seluruh 

unsur di atas dapat terlaksana dengan lancar, maka system pendidikan di 

lingkungan sekolah akan berujung baik. Sebaliknya, bila ada salah satu aspek yang 

belum terwujud maka efektivitas penerapan pengelolaan pendidikan inklusi akan 

kurang maksimal. 

Meski kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 13 Surabaya terkait 

dengan sistem pendidikan inklusi dianggap telah diimplementasikan dengan baik  

                                                           
11Catur Sahari, Wawancara, SMPN 13 Surabaya, 01 November 2019. 
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dalam rentang waktu enam tahun terakhir, tetapi dalam pelaksanaannya dirasa 

masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, peneliti merumuskan judul 

KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN 

PENDIDIKAN INKLUSI DI SMP NEGERI 13 SURABAYA. 

 

B. Fokus Penelitian 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan fokus 

penelitian yaitu: 

1. Bagaimana kebijakan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan 

Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya? 

2. Apa sajakah faktor penghambat dan pendukung kebijakan Kepala Sekolah  

dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di SMP Negeri 13 

Surabaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibentuk maka tujuan penelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kebijakan Kepala Sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 

2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor penghambat dan 

pendukung kebijakan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan 

pendidikan inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 
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D. Manfaat Penelitian 

Sesuai fokus penelitian  dan tujuan penelitian yang telah disebutkan, 

penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perkembangan iptek dan peneliti lain.. 

1. Manfaat Teoritis 

Keseluruhan bab pada penelitian ini dapat menambah wawasan ilmiah 

kepada pembaca pada umumnya dan kepada peneliti pada khususnya 

terkait kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan 

inklusi di SMPN 13 Surabaya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Dapat memperoleh pengalaman meneliti kebijakan kepala sekolah 

dalam mengimplementasi pendidikan inklusi, berinteraksi dengan 

pengajar, tenaga kependidikan dan yang bersangkutan di lingkungan 

sekolah. 

b. Bagi sekolah 

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan menjadi acuan bagi 

kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan 

inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 

c. Bagi Almamater 

Sebagai sumber acuan bagi peneliti selanjutnya yang berencana 

mengangkat topik yang relevan dan menambah khazanah riset di UIN 

Sunan Ampel Surabaya. 
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E. Definisi Konseptual 

Dalam rangka meminimalisasi kesalahan dalam proses pemahaman 

penelitian dan menghasilkan penafsiran yang tepat, maka peneliti perlu 

menjabarkan arti dari masing-masing istilah vital yang ada pada judul penelitian 

sebagai berikut: 

1.  Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah 

Kebijakan kepala sekolahmerupakan frasa yang terdiri atas dua kata 

yakni kepala dan sekolah. Kebijakan (policy) secara asal-usul berasal dari 

bahasa Yunani yaitu “polis” yang berarti kota. Beberapa ahli menyatakan 

bahwa kebijakan ialah serangkaian rencana kegiatan yang dilakukan untuk 

pencapaian tujuan. Indra Fachrudi mengatakan bahwa kebijakan berbeda 

dengan kebijaksanaan. Kebijaksanaan Kebijakan ialah suatu hal yang dibuat 

oleh orang yang berwenang yang berfungsi sebagai pedoman untuk 

menjalankan suatu hal tersebut. Sementara kebijaksanaan merupakan suatu 

sikap yang cakap dalam menghadapi suatu permasalahan dan sebagainya.12 

Klein dan Murphy menyatakan kebijakan sebagai serangkaian 

prinsip yang memandu suatu perkumpulan sehingga kebijakan tersebut 

menjadi petunjuk teknis.13 Adapun Gamage dan Pang mendefinsikan 

kebijakan sebagai suatu bentuk rencana ke depan yang digunakan sebagai 

petunjuk arah, sehingga secara langsung dapat memberikan gambaran 

                                                           
12Ali Imron, Kebijaksanaan Pendidikan di Indonesia, Proses, Produk dan Masa depannya,  (Jakarta: 
Bumi Aksara, 2008), 16-17. 
13Syafaruddin, S., & Asrul, A,Manajemen kepengawasan pendidikan,(Bandung : Citapustaka 
Media, 2014), 76. 
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rancangan kerja bagi siapapun pelaksana suatu program.14. kepala ialah 

bagian tubuh paling atas dan bisa juga jabatan tertinggi. Kepala dapat 

diasosiasikan dengan pemimpin yang tugasnya sebagai sesosok individu 

yang memiliki kuasa dan kompetensi untuk memberikan pengaruh, mampu 

menggerakkan atau mengatur bawahannya untuk menjalankan perintahnya 

untuk mewujudkan target yang sudah ditentukan.15 Sedangkan sekolah 

adalah suatu instansi yang menjadi suatu lingkungan untuk belajar dan 

mengajar. 

Kepala sekolah adalah satu jabatan terpenting dalam tingkat satuan 

pendidikan yang perlu memiliki sikap dasar kepemimpinan yang baik. 

Untuk menggapainya, tiap kepala sekolah harus beretika yang semestinya, 

memahami kunci sukses kepemimpinan, berusaha menjadi model 

pemimpin sekolah yang ideal, mampu memahami kebutuhan guru, dan 

indikator efektif yang lainnya. Beberapa hal mendasar tersebut perlu 

dimiliki oleh setiap kepala sekolah yang baik supaya mampu mengatur 

sekolah secara efektif, mandiri, produktif, solutif, dan tepercaya.16 

Atas dasar pemaparan tersebut, dapat disarikan bahwa kebijakan 

kepala sekolah ialah tindakan yang dipilih dengan pertimbangan banyak 

aspek dengan dorongan berbagai komponen untuk menjalankan suatu hal 

dalam rangka mencapai tujuan tertentu di masa depan.   

                                                           
14Ibid.75. 
15Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan,  (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1994), 62. 
16H.E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara,2011), 
16. 
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2. Implementasi Pendidikan inklusi  

Pendidikan inklusi dapat didefinisikan sebagai program pendidikan 

yang memberikan peluang pada segala hambatan peserta didik termasuk 

untuk peserta didik yang berkebatasan fisik atau mental dalam mengikuti 

pembelajaran dalam lingkungan belajar yang sama dengan siswa normal 

biasanya.17  

Adapun motif tujuan yang diharapkan agar anak dapat mendapat 

pembelajaran dalam sekolah inklusi dapat dirinci sebagai berikut:18 

a. Siswa diharapkan dapat mempertahankan kepercayaan dirinya, dan 

terpenting menjadi optimis untuk menggapai prestasi tanpa pantang 

menyerah. 

b. Siswa mampu belajar mandiri dengan bekal pemahaman materi 

pelajaran yang sudah diberikan, kemudian pemahaman secara teoretis 

tersebut dapat diterapkan secara praktis dalam kehidupan yang 

sesungguhnya. 

c. Siswa tidak hanya berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan 

sekolah, namun juga dapat berinteraksi dengan masyarakat.  

d. Siswa belajar bertoleransi satu sama lain meski lingkungannya terdiri 

dari keberagaman. 

   

F. Keaslian Penelitian  

                                                           
17Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 70 tahun 2009, pasal 1. 
18 Mudjito, Memahami pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, (Yogyakarta: Pustaka 
Belajar, 2014), 68. 
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Penelitian tercipta karena adanya penelitian lain sebagai referensi untuk 

mengembangkan apabila penelitian lain tersebut memiliki kekurangan dengan 

objek, teori atau metode yang terbarukan. Berikut beberapa penelitian relevan yang 

sengaja dipilih untuk acuan dalam penelitian. 

1. Skripsi oleh Dewi Nuril Hidayati pada tahun 2018 berjudul Implementasi 

Supervisi Pembelajaran di kelas Inklusi (studi kasus di sekolah menengah 

pertama Negeri 5 Surabaya). Penelitian tersebut memakai model kualitatif, 

berjenis penelitian deskriptif, data berupa kata-kata tertulis atau lisan atau 

perilaku yang dapat diamati melalui teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Penelitian dengan topic ini menggunakan teori yang 

dikembangkan Abd. Kadim Masaong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

dalam Implementasi Supervisi Pembelajaran di Kelas Inklusi Studi Kasus di 

SMP Negeri 5 Surabaya telah dilakukan dengan maksimal. Meski masih ada 

beberapa kekurangan yang menghambat serta kelas inklusi dan kelas regular 

masih memiliki kesamaan pada supervisi pembelajarannya.19 

Keberbedaan yang mendasar antara penelitian tersebut dan penelitian yang 

akan dilakukan adalah implementasi supervisi pembelajaran dikelas inklusi 

(studi kasus di sekolah menengah pertama Negeri 5 Surabaya), sedangkan 

dalam penelitian ini, kajian yang diteliti adalah kebijakan Kepala Sekolah 

dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 

                                                           
19Dewi, Hidayati Nuril. Implementasi Supervisi pembelajaran dikelas inklusistudi kasus disekolah 
menengah pertama Negeri 5 Surabaya (Skripsi., Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018) 
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2. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudari Menik Sulistyaningsih pada 

tahun 2017 dengan judul evaluasi kebijakan pendidikan inklusi  SD Negeri 1 

Tanjung Purwokerto. Penelitian tersebut memanfaatkan metode kualitatif dan 

menggunakan model deskriptif dengan data berupa kata-kata tertulis atau lisan 

atau perilaku yang dapat diamati melalui wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pembelajaran di kelas 

inklusi tergolong sesuai harapan, karena telah didukung oleh factor siswa, guru, 

lingkungan, fasilitas, dan evaluasi yang cukup efektif.20 

Keberbedaan penelitian ini tampak pada objek atau sasaran yang ditteliti. 

Penelitian tersebut meneliti implementasi evaluasi kebijakan pendidikan 

inklusi SD Negeri 1 Tanjung Purwokerto, sedangkan dalam penelitian ini, 

kajian yang diteliti adalah kebijakan Kepala Sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 

3. Skripsi penelitian yang dilakukan oleh saudari Winda Andriyani, pada tahun 

2017 dengan judul Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Taman 

Muda Ibu Pawiyatan Yogyakarta. Penelitian ini mendayagunakan metode 

kualitatif, berjenis deskriptif, data berupa ujaran lisan dan ditranskrip serta 

perilaku yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. pada 

penelitian ini terproyeksikan bahwa guru memmbuat rancangan program kerja 

bagi guru pendamping khusus yang isinya berupa silabus pembelajaran yang 

akan dilakukan selama satu tahun untuk siswa berkebutuhan khusus. Selain itu, 

                                                           
20Sulistyaningsih, Menik, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di SD Negeri 1 Tanjung 
Purwokerto (Skripsi., IAIN Purwokerto, 2017).  
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dalam proses implementasi juga melibatkan staf kependidikan, kurikulum 

sekolah, dan fasilitas sekolah inklusi yang saling menunjang.21 

Perbedaan yang paling nampak antara penelitian tersebut dan penelitian 

yang akan dilaksanakan terletak pada judulnya, penelitian tersebut berjudul 

implementasi pendidikan inklusi di Sekolah Dasar Taman Muda Ibu Pawiyatan 

Yogyakarta, sedangkandalampenelitian ini, kajian yang diteliti adalah 

kebijakan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di 

SMP Negeri 13 Surabaya. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam rangka memberikan penyajian skripsi yang terarah sesuai judul, maka 

sistematika yang akan disajikan pada penelitian ini dapat dijabarkan sebagai 

berikut: 

Bab I : Pendahuluan 

Pada bab ini terdiri dari prosedur penelitian yang berkaitan dengan rancangan 

proses penelitian, terdiri dari sub-sub bab antara lain: latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan, manfaat, definisi konseptual, dan penelitian relevan terdahulu. 

Bab II : Kajian Teori 

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang dapat dirinci menjadi beberapa 

sub bab, meliputi : Pertama, Tinjauan tentang Kebijakan Kepala Sekolah, Kedua, 

                                                           
21 Andriyani, Winda, Implementasi Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Taman Muda Ibu 
Pawiyatan Yogyakarta, ( Skripsi., Universitas Negeri Yogyakarta, 2017). 
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Tinjauan tentang Pendidikan Inklusi, dan Ketiga, Tinjauan tentang Kebijakan 

Kepala Sekolah dalam Mengimplentasikan Pendidikan inklusi. 

Bab III : Metode Penelitian 

Bab ini tersusun atas metode yang dimanfaatkan  peneliti dalam memeroleh 

dan menganalisis data yang masih relevan, di antaranya: jenis dan pendekatan 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi, subjek, informan/ sumber, prosedur, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data. 

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab empat ini terdiri dari kesimpulan dan temuan dari proses pembahasan 

penelitian yang disebut laporan penelitian yang terdapat beberapa sub yakni 

gambaran lokasi penelitian, deskripsi subjek, penyajian data, dan analisis data 

tentang : 1) Kebijakan Kepala Sekolah dalam mengimplementasikan Pendidikan 

Inklusi 2) faktor penghambat dan pendukung kebijakan Kepala Sekolah  dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusi. 

Bab V : Penutup 

Bab yang berada paling akhir ini tersusun atas kesimpulan yang merupakan 

jawaban dari pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan terdapat saran sebagai 

masukan untuk penelitian tersebut. 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN INKLUSI  
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Kepala sekolah secara umum dikenal sebagai sosok yang memimpin 

sekolah, mengelola sekolah, dan menjadi penghubung antara 

pemerintah/dinas dengan komponen dalam internal sekolah. Dalam 

kerjanya, kepala sekolah harus memiliki cara bersikap demi kesuksesan 

sekolah inklusi yang dipimpinnya, berikut rincian yang dimaksud.22 

a. Posisi kepala sekolah yang jelas dalam memberikan kepercayaan atas 

nilai-nilai yang harus dimiliki sekolah inklusi.  

b. Komitmen kepala sekolah dalam bertanggungjawab pada nilai tersebut.  

c. Dedikasi kepala sekolah untuk mewujudkan keharmonisan guru dan 

siswa. 

d. Seseorang yang mampu berinteraksi dengan benar.  

e. Selalu siap sedia dalam mempersiapkan pendidik sesuai dengan jam 

terbangnya  .  

f. Upaya kepala sekolah untuk mengaktifkan peran orang tua. 

Kepala sekolah sebagai penggerak sekolah menuju keberhasilan visi 

misinya tentu memiliki strategi khusus untuk merealisasikan kebijakan yang 

telah direncanakan sebelumnya, baik itu kebijakan program pembelajaran 

atau teknis kependidikan. Selain itu, terdapat kebijakan sekolah inklusi yang 

harus diimplementasikan oleh kepala sekolah sebagai pihak yang 

berwenang untuk menjalankannya yakni: (1) kebijakan penerimaan siswa 

baru berkebutuhan khusus, lembaga layanan inklusif wajib bersikap terbuka 

                                                           
22Muhammad, Takdir Ilahi. "Pendidikan Inklusif (Konsep dan Aplikasi)." (Bandung: Rineka 
Cipta, 2013). 
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terhadap ABK dalam memenuhi haknya untuk sama-sama bisa mengenyam 

pendidikan.23 Oleh sebab itu, melalui pembukaan pendaftaraan siswa baru 

dapat menunjukkan bahwa intansi membebaskan semua anak berkebutuhan 

khusus mendapat pengajaran yang pantas. Adapun Permendiknas No. 70 

Tahun 2009 tentang anak berkelainan mendapat pendidikan inklusi seluas-

luasnya menjadi acuan bagi sekolah untuk melakukan pembukaan siswa 

baru berkebutuhan khusus sebagai tindakan awal untuk menerapkan 

kebijakan sekolah inklusi. Adapun menurut Kustawan, satuan pendidikan 

inklusi harus menyediakan kuota minimal 1 kursi dan maksimal 3 kursi 

siswa berkebutuhan khusus dalam setiap rombongan belajar.24  (2) 

kebijakan dalam perekrutan guru pengajar dan tenaga kependidikan, 

kebijakan tersebut pernah dipaparkan oleh Friend dan Bursuck bahwa dalam 

pendidikan inklusi pada setiap satuan pendidikan  kiranya harus memiliki 

guru pendidikan umum dan pendidikan khusus.25 Guru pendidikan umum 

ialah guru professional yang lebih mengetahui tentang keseharian, 

kemampuan, pembelajar bagi siswa normal, sedangkan guru pendidikan 

khusus lebih ahli atau paham tentang keseharian, kemampuan, dan 

kebutuhan siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kebijakan kepala 

sekolah sebisa mungkin harus memcarikan guru dan staf yang dapat 

mengurus belajar peserta didik. (3) kebijakan pelaksanaan kurikulum sesuai 

                                                           
23 Ibid, 24 . 
24 Kustawan, Dedy dan Hermawan B.  2013.  Model implementasi Pendidikan Inklusif Ramah  
Anak. Jakarta: PT Luxima Metro Media. 
25 Friend, Marilyn dan Bursuck W.D. 2015.  Menuju Pendidikan Inklusi, Panduan Praktis untuk 
Mengajar Edisi  Ketujuh. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
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kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus, artinya kurikulum sebagai 

pedoman atau acuan pembelajaran selanjutnya harus relevan dengan 

sasarannya. Secara teori, kurikulum untuk sekolah inklusi dan sekolah 

reguler hampir sama. Namun, pada penerapannya kurikulum sekolah 

reguler tidak bisa diberikan kepada ABK karena secara kemampuan mereka 

memiliki keterbatasan. Oleh sebab itu, kepala sekolah harus mengeluarkan 

kebijakan modifikasi terhadap kurikulum yang diberikan pemerintah 

dengan kurikulum sekolah yang sesuai dengan karakteristik siswanya. Salah 

satu kurikulum yang dapat dijadikan alternatif adalah kurikulum berbasis 

online, model kurikulum berbantu teknologi tersebut diharapkan dapat 

memudahkan seluruh siswa untuk merasakan pembelajaran yang patut dan 

bermutu. (4) kebijakan proses pembelajaran untuk ABK, kegiatan 

pembelajaran ialah proses pendidikan yang paling krusial. Hal tersebut 

memang patut disebut krusial karena pembelajaran ialah proses transfer 

ilmu dari beragam sumber kepada peserta didik, sehingga pembelajaran 

dapat menjadikan meningkatkan kemampuan siswa.26 Upaya untuk 

mengefektifkan pembelajaran, kepala sekolah dapat memberikan kebijakan 

kepada tenaga pendidik seperti menuntut guru untuk membelajarkan peserta 

didik dengan berbantuan media yang dapat menambah pemahaman siswa, 

mengadakan lomba kepada guru untuk membuat inovasi pembelajaran 

untuk siswa berkebutuhan khusus, serta kebijakan lain yang dapat 

menjadikan pembelajaran yang efektif bagi seluruh siswa. (5) kebijakan 

                                                           
26 Ibid, 75. 
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pendanaan terhadap kegiatan pendidikan inklusi, guna menjadikan 

pendidikan yang layak dan bermutu sehingga pada setiap kegiatan 

operasionalnya dapat dilakukan dengan baik tanpa hambatan. (6) kebijakan 

pengadaan fasilitas sarana dan prasrana sekolah inklusi. Fasilitas penunjang 

perlu diprioritaskan oleh kepala sekolah, karena sarana dan prasarana 

membantu proses seluruh pegiat pendidikan untuk mencapai tujuan tertentu.   

 

B. FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG KEBIJAKAN KEPALA 

SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN 

INKLUSI 

Keberadaan sekolah menjadi hal penting terhadap berjalannya 

sistem pendidikan nasional. Beberapa sekolah memberikan pelayanan untuk 

merespons sekaligus menerima dengan baik keberagaman peserta didik 

dalam suatu lingkungan belajar. Keberagaman peserta didik artinya dalam 

suatu lingkungan sekolah terdiri dari siswa dari berbagai macam perbedaan 

seperti ras, suku, agama, termasuk secara umum berkaitan dengan adanya 

peserta didik yang perlu bantuan khusus pada kelas reguler. Dalam upaya 

menjalankan pendidikan tersebut dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu 

menciptakan lingkungan pendidikan yang sesuai harapan, sehingga visi 

misi pada suatu instansi pendidikan dapat dicapai. Pemimpin suatu instansi 

pendidikan biasa dikenal sebagai kepala sekolah yang memiliki tugas 

sebagai pemimpin sekaligus manajer yang bertanggung jawab menjalankan 

kebijakan pendidikan nasional dari pemerintah untuk diimplementasikan 
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pada sekolah yang ia pimpin.27 Dengan kalimat lain, kepala sekolah menjadi 

penyalur kebijakan dari sistem birokrasi di atasnya untuk diterapkan pada 

sekolah dalam bentuk kebijakan kepala sekolah.  

Perlu diketahui bahwa kepala sekolah dalam menciptakan kebijakan 

baru secara tidak langsung menciptakan kondisi baru, seperti pada 

kebijakan inklusi yang diterapkan pada sekolah regular. Sekolah inklusi 

berawal dari sekolah reguler yang menjalankan kebijakan kepala sekolah 

untuk menciptakan lingkungan belajar baru dengan membaurkan ABK 

bersama siswa sehat. Kebijakan kepala sekolah dalam menerapkan 

pendidikan inklusi pasti ditunjang faktor pendukung dan penghambatnya. 

Secara umum faktor pendukung keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi 

meliputi28: (1) sikap penerimaan yang baik oleh tenaga pendidik dan 

kependidikan yang terhadap perbedaan peserta didik. Artinya kepala 

sekolah, pendidik, staf, serta semua orang di lingkungan sekolah bersifat 

terbuka dan menghargai peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus 

tanpa adanya sikap diskriminatif kepada salah satu golongan. (2) adanya 

dermawan atau donatur yang bersedia membiayai sekolah inklusi untuk 

mengelola pendidikan atau memberikan beasiswa kepada siswa 

berkebutuhan khusus. Dengan adanya sumbangan dana dari donatur, maka 

sekolah dapat kegiatan operasionalnya tanpa terhambat masalah finansial. 

(3) kurikulum yang fleksibel, artinya kurikulum dibentuk dengan 

                                                           
27Syafarudin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan. Jakarta: PT Rineka Cipta (2008) 
28Johandri Taufan, Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah dalam Penyelenggaraan Pendidikan 
Inklusif di Sekolah X  Kota Jambi. (Jurnal Penelitian Pendidikan UPI, 2016)  
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memerhatikan kondisi, kemampuan, dan keterbatasan peserta didik supaya 

mereka sama-sama mendapatkan materi yang sudah menjadi haknya. Hal 

tersebut berlandaskan pada Permendiknas No. 70 2009 tentang pendidikan 

inklusif bagi siswa berkebatasan atau kecacatan yang berkemampuan 

istimewa. Oleh sebab itu, kebijakan sekolah harus dapat mengaokomodasi 

kebutuhan pendidikan tiap siswa. (4) tersedianya fasilitas yang berdayaguna 

pada segala proses pendidikan. Program inklusif kiranya memiliki fasilitas 

ramah, sehingga segala fasilitas yang memudahkan dan memberikan rasa 

aman nyaman kepada semua siswa dapat menjadi pendukung terlaksananya 

sekolah inklusi yang baik. Secara konkret dapat dilihat bahwa aksesisibilitas 

fisik yang dapat mendukung kebijakan sekolah inklusi mencakup akses 

mobilisasi pada setiap gedung atau ruang belajar, akses transportasi yang 

mudah, termasuk sarana rekreasi di luar ruangan. 

Selain itu, kekurangan pada pelaksanaanya antara lain (1) minimnya 

guru pembimbing khusus anak luar biasa. (2) kurangnya penerimaan orang 

tua, beberapa orang tua peserta didik normal tidak setuju jika bauh hatinya 

belajar dalam satu kelas bersama ABK, alasannya karena para orang tua 

tersebut khawatir berdampak buruk pada anaknya. Hal tersebut menjadi 

penghambat yang cukup masif terjadi apabila tidak ada upaya dari kepala 

sekolah untuk memberikan pengertian tentang pentingnya menghargai 

perbedaan. (3) kurangnya sokongan dari pemerintah terkait untuk 

memajukan sekolah inklusi. 
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C. TINJAUAN TENTANG KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH 

1. Pengertian Kebijakan Kepala Sekolah 

Klein dan Murphy berasumsi mengenai kebijakan adalah rangkaian 

tujuan, asas, dan peraturan yang dapat memandu program kerja suatu 

organisasi, sehingga kebijakan tersebut dapat menjadi petunjuk arah 

organisasi.29 Pandangan lain dipaparkan oleh Gamage dan Pang, bahwa 

kebijakan tersusun atas deskripsi target yang ingin dicapai dan petunjuk 

untuk menggapai target tersebut, sehingga dapat dilaksanakan, diwujudkan, 

dan dicapai untuk memberikan gambaran yang jelas tentang realisasi 

program.30 Kemudian frasa kepala sekolah tersusun atas kata “kepala” dan 

“sekolah”. Kepala dapat dikaitkan sebagai pemegang kuasa atas suatu 

perkumpulan beberapa individu atau organisasi. Kepala yang menjadi salah 

satu bagian tubuh yang paling vital terletak pada posisi yang paling atas, 

sehingga kepala diasosiasikan sebagai jabatan tertinggi yang memiliki 

kewenangan untuk memengaruhi, membimbing, mengatur, dan 

menggerakkan orang lain (bawahan) untuk melakukan sesuatu hingga 

tercapainya suatu tujuan.31 Sedangkan sekolah adalah sebuah tempat yang 

segala kegiatannya berkenaan dengan aktivitas pembelajaran yang 

bermacam-macam untuk meningkatkan kompetensi peserta didiknya. 

                                                           
29Syafaruddin, S., & Asrul, A,Manajemen kepengawasan pendidikan,(Bandung : Citapustaka 
Media, 2014), 76. 
30Ibid., 75. 
31Burhanuddin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: Bumi 
Aksara, 1994), 62. 
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Sekolah adalah suatu perwujudan atau bentuk manifestasi dari 

tujuan pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang diperantarai 

oleh kebijakan pendidikan nasional, daerah, kemudian kabupaten/kota yang 

diamanatkan pada pemimpin intansi, dalam konteks ini adalah kepala 

sekolah. Atas dasar tanggung jawab yang besar untuk menerapkan 

kebijakan dari program pendidikan nasional, kepala sekolah harus memiliki 

kemampuan untuk menangani segala bentuk situasi yang ada, sehingga 

bagaimanapun caranya kepala sekolah harus menjadi payung untuk 

melindungi sekaligus menjadi mesin penerjemah untuk memberikan 

pengertian kepada seluruh komponen yang membawahinya.  

Berkaitan dengan itu, kepala sekolah adalah pemegang kunci 

kesuksesan suatu sekolah yang ia pimpin. Kepala sekolah bisa dianggap 

kepala sekolah teladan saat ia mampu memahami bahwa sekolah adalah 

suatu lembaga yang memiliki kompleksitas urusan, perlu tindakan khusus, 

serta mampu melaksanakan segala proses yang sekolah harus laksanakan. 

Oleh sebab itu, kepala sekolah berperan dan dan berfungsi secara tepat dan 

berguna dalam rangka mencapai visi misinya yang dapat dirinci sebagai 

berikut32 

a. Sebagai Pendidik 

                                                           

32Marno, Islam By Management and Leadership: Tinjauan Teoritis dan EmpirisPengembangan 
Lembaga Pendidikan Islam,(Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), 61. 
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1. Berdasarkan pengalaman mengajarnya yang sudah cukup matang 

maka tidak bisa dipungkiri kepala sekolah pasti memiliki dasar 

untuk menjadi pendidik. 

2. Kepala sekolah mampu memberikan arahan yang jelas kepada guru 

untuk melaksanakan masing-masing tugasnya. 

3. Mampu menunjukkan pembelajaran yang terbarukan. 

b. Sebagai Manajer 

1. Kepala sekolah pasti memiliki kemampuan untuk membentuk 

program sekolah yang terstruktur, berkala, konsisten, dan memiliki 

upaya kuat untuk merealisasikan program yang dibuatnya dengan 

mempertimbangkan situasi dan kondisi. 

2. Kemampuan mengelola peran masing-masing individu yang berada 

pada komponen pendukung sekolah sesuai dengan prosedur yang 

berlaku.  

3. Kemampuan dalam memberikan intruksi dan arahan kepada staf, 

guru, dan tenaga para agen di lingkungan sekolah untuk 

menjalankan suatu kegiatan rutin yang sudah menjadi kegiatan 

turun-temurun. 

c. Sebagai Administrator 

1. Kepala sekolah mampu memanajemen seluruh perangkat 

pendukung kegiatan belajar mengajar dengan efektif dibuktikan 

dengan administrasi yang terarah. 
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2. Mengetahui tentang administasi penyelenggaraan kebijakan 

mengenai kesiswaan, kepegawaian, fasilitas sekolah, berkas-

berkas atau arsip sesuai ketentuan masing-masing sekolah. 

d. Sebagai Supervisor 

1. Mampu menciptakan program supervisi di suatu lembaga 

pendidikan dengan cara yang profesional. 

2. Dapat menjadikan hasil supervisi sebagai refleksi bagi 

peningkatan kemampuan guru dan staf kependidikan. 

3. Dapat mendayagunakan kinerja guru dan staf dengan efektif 

dalam rangka meningkatkan taraf dan derajat mutu sekolah. 

e. Sebagai Pemimpin33 

1) Memiliki etika yang bermoral berlandaskan agama yang dianut. 

2) Mengerti atas keberagaman kondisi siswa dan guru yang 

beraktivitas sesuai dengan kemampuannya. 

3) Memiliki motivasi untuk meningkatkan taraf hidup pendidik dan 

karyawan lain. 

4) Bersikap lapang dada terhadap masukan orang lain mengenai 

kinerjanya sebagai bentuk evaluasi diri. 

5) Bertekad kuat untuk melaksanakan semua visi misi sekolah yang 

dipimpinnya. 

                                                           

33Marno, Islam By Management and Leadership: Tinjauan Teoritis dan EmpirisPengembangan 
Lembaga Pendidikan Islam,(Jakarta: Lintas Pustaka, 2007), 65. 
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6) Mampu menghargai satu sama lain serta berkoordinasi dengan 

cara komunikasi yang baik. 

7) Mampu menyelenggarakan musyawarah yang memiliki luaran 

keputusan yang jelas. 

8) Dapat menjadikan suasana kerja yang professional, tenteram, 

dan harmonis dengan cara membagi pekerjaan yang adil dan 

merata sesuai kemampuan dan bidang kerjanya. 

f. Sebagai Inovator34 

1. Mampu memberikan kebaruan dari segala bidang untuk 

memajukan sekolah yang dipimpin. 

2. Memiliki kompetensi untuk merealisasikan inovasi atau 

kebaruan yang telah direncanakan sebelumnya guna 

memberikan progress ke arah yang maju. 

3. Kemampuan menjadikan lingkungan sekolah yang harmonis dan 

kondusif. 

Berdasar butir-butir peran dan fungsi di atas, dapat diketahui bahwa 

keberhasilan dan kesuksesan sekolah dalam bersaing menjadi sekolah 

multitalenta seperti yang telah dipaparkan sebelumnya.  

Semua sekolah tentu memiliki kebijakan guna meningkatkan mutu 

dan derajatnya. Upaya tersebut dilaksanakan oleh orang yang sudah 

berpengalaman yakni kepala sekolah yang diharuskan mampu 

mendesiminasikan, menerapkan, dan meninjau ulang kebijakan yang telah 

                                                           
34Ibid, 68. 
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dibentuknya. Adapun perspektif dari Beare dan Boyd dalam Syafruddin 

dalam pada buku Efektifitas Kebijakan Pendidikan teridentifikasi lima 

macam kebijakan yang dapat dirinci sebagai berikut:35 

1. Pembentukan visi misi dari instansi pendidikan formal. 

2. Memberdayakan tenaga pelayanan pendidikan. 

3. Melakukan penentuan terhadap tujuan. 

4. Memutuskan bentuk yang akan diberikan. 

5. Melakukan investasi dalam rangka meningkatkan mutu sekolah yang 

juga berdampak pada kenaikan taraf ekonomi suatu instansi 

pendidikan. 

Beberapa poin tersebut sangat berpengaruh terhadap kemajuan 

sekolah, karena pada hakikatnya kebijakan yang baik akan berasal dari 

prestise dan kompetensi kepala sekolah yang apik dalam mewujudkan 

berbagai rencana positif ke depannya dalam berbagai aspek. 

2. Model-Model Kebijakan Kepala Sekolah 

Dalam upaya realisasi kebijakan perlu adanya model-model atau pola 

pelaksanaan yang dirancang untuk menyukseskan kebijakan yang telah 

dibentuk sebelumnya. Model pelaksanaan perlu dibentuk supaya dalam 

pelaksanaannya berkemungkinan kecil mengalami hambatan, karena pola 

dibentuk berdasarkan penyesuaian untuk menghindari suatu hambatan. 

                                                           
35Syafaruddin, S., & Asrul, A,Manajemen kepengawasan pendidikan,(Bandung : Citapustaka 
Media, 2014), 117-118. 
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Begitu juga dengan kebijakan, kebijakan perlu disosialisasikan dan 

disebarkan menggunakan model tertentu, berikut di antaranya: 

a. Model Deskriptif.  

Model deskriptif ialah suatu pendekatan yang pelaksanaannya dalam 

penelitian dilakukan dengan cara memaparkan dalam bentuk naratif 

mengenai suatu analisis terhadap suatu fenomena.36 Sementara Cohn 

dalam Sagala menjabarkan model deskriptif sebagai pemaparan suatu 

fakta dari keadaan yang sesungguhnya tanpa adanya manipulasi atau 

sering disebut sebagai state of the art dari fenomena yang diteliti. 

Membuktikan keabsahan suatu fenomena bukanlah perkara yang 

sederhana, karena fenomena yang muncul dari lingkup masyarakat atau 

sekolah pada khususnya seringkali ditafsirkan secara subjektif, sehingga 

model deskripsi cenderung berisikan analisis secara subjektif dari 

subjek peneliti. Dengan arti lain, model deskriptif menjelaskan suatu 

hasil dari pengkajian dengan apa adanya guna memberikan informasi 

sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan suatu kesimpulan dan 

keputusan. 

b. Model normatif  

Salah satu model pendekatan yang digunakan ialah model normatif. 

Sesuai dengan namanya, normatif berarti memerhatikan norma yang 

berlaku. Pendekatan normatif dalam konteks kebijakan menekankan 

                                                           
36Ace Suryadi , H.A.R Tilaar, Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar, (Jakarta: 1994). 
46. 
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pada serentetan tindakan yang ditujukan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang diharapkan oleh stakeholder. 37 

c. Model verbal  

Model verbal dapat diketahui dengan pengekspresiannya menggunakan 

bahasa sehari-sehari secara lisan. Jadi dalam usaha penerapan 

kebijakannya, kepala sekolah menggunakan cara verbal untuk efisiensi 

dan efektivitas. 

d.  Model sebagai Pengganti dan Perspektif.  

Model perspektif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan cara 

memakai kaidah atau norma pengetahuan tertentu (teori) yang 

digunakan untuk memecahkan suatu fenomena, khususnya kebijakan 

yang akan diwujudkan. Model perspektif biasanya berupa cadangan 

kebijakan yang didasarkan dari perspektif suatu individu untuk 

membedah suatu permasalahan. Model pengganti memiliki esensi 

bahwa masalah substanstif adalah representasi yang sahih dari masalah 

formal. Sebaliknya, model perspektif bercirikan bahwa masalah 

substantif tidak pernah sepenuhnya mewakili masalah formal. 

Penggunaan beberapa model tersebut sangat penting dilakukan, karena 

solusi dari permasalahan pendidikan harus dtemukan menggunakan cara 

atau model yang tepat, jika ketepatan tersebut tidak terwujud maka 

                                                           
37Rusdiana, Kebijakan Pendidikan dari Filosofi ke Implementasi (Bandung : Pustaka Setia, 2015). 
47-48 
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tujuan yang telah direncanakan berkemungkinan besar akan 

melenceng.38 

 

D. TINJAUAN TENTANG PENDIDIKAN INKLUSI 

1. Pengertian Pendidikan Inklusi 

Hildegun Olsen berargumen bahwa pendidikan inklusi adalah 

sekolah yang mengurus segala bentuk kondisi siswa tanpa membeda-

bedakan karena kondisi jasmani, rohani, kepribadian atau kondisi lainnya.39 

Sekolah inklusi harus melayani pengajaran siswa cacat, gifted childrens 

bahkan Anak-anak jalanan, pemulung, tunawisma, dan anak kurang 

beruntung lainnya yang pendidikannya dibiayai oleh pemerintah. 

Secara sederhana, pendidikan inklusi dapat diartikan sebagai wadah 

siswa yang berhak mendapat pendidikan baik itu berkebutuhan khusus 

untuk sekolah reguler pada umumnya berdasarkan jenjang dasar dan 

menengah.40 

Staub dan Peck pendidikan inklusi adalah sekolah yang memberikan 

pengajaran pada anak berkelainan ringan, sedang, berat, bahkan untuk orang 

normal sekalipun.41 Hal tersebut dapat disarikan bahwa dalam pendidikan 

inklusi terdpapat kelas yang menampung berbagai anak tanpa membeda-

bedakan keadaannya dalam satu ruangan. 

                                                           
38 Ibid. 48. 
39Tarmansyah, Sp. Inklusi Pendidikan Untuk Semu, (Jakarta: Departemen Pendidikan 
danKebudayaan RI, 2007), 82. 
40Marthan, Lay Kekeh. Manajemen pendidikan inklusi, (Jakarta: Depdiknas, 2007), 145. 
41Tarmansyah, Sp. Inklusi Pendidikan Untuk Semua, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan RI, 2007), 83. 
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 Inklusi ialah program pendidikan yang berasal dari hasil 

pengembangan pendidikan terpadu. Pada penerapannya, pendidikan inklusi 

memberikan penyesuaian terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam. 

Pendidikan inklusi mengupayakan agar semua siswa mendapat pelayanan 

yang optimal dengan cara modifikasi penyesuaian pemenuhan kebutuhan 

belajarnya yang ditunjang dengan muatan kurikulum sekolah, fasilitas, 

guru, staf, model pembelajaran, media pembelajaran, dan asesmennya.42 

Juang Sunanto memaparkan bahwa satuan pendidikan inklusi yang 

dapat dikatakan bermutu ialah sekolah yang memiliki pedoman kurikulum 

yang ramah semua anak, model penilaian yang cocok dan sesuai dengan 

kondisi sisiwa, adanya program khusus untuk tiap anak yang memiliki 

kebutuhan tertentu, dan lebih mengutamakan kerjasama daripada 

persaingan. Atas dasar poin di atas, derajat penyelenggaraan sekolah inklusi 

dapat dinilai dengan evaluasi-evaluasi secara menyeluruh. Dengan kalimat 

lain, apabila suatu intansi pendidikan hendak menerapkan program inklusi, 

maka instansi tersebut harus memenuhi semua poin persyaratan di atas 

dengan tujuan supaya dapat menghasilkan peserta didik yang bermutu, 

terutama bagi ABK yang memiliki potensi terpendam yang perlu digali dan 

ditampakkan. Selain itu, apabila pendidikan inklusi dapat berjalan dengan 

baik, maka akan berdampak baik kepada siswanya, karena antara siswa 

normal dan berkebutuhan khusus akan saling berinteraksi dan akan saling 

menerima satu sama lain, sehingga akan menciptakan kondisi lingkungan 

                                                           
42Ibid.84. 
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belajar yang harmonis. Selain hubungan intrapersonal itu, siswa yang 

heterogen berkesempatan untuk mendapat pendidikan sesuai potensinya. 

Dalam penyelenggaraanya, sekolah inklusi mustahil untuk terlepas dari 

konsekuensinya yakni pihak sekolah bertanggungjawab penuh untuk 

melakukan banyak perombakan seperti sikap, asumsi, pelaksanaan 

pembelajaran, dan memaklumi keterbatasan siswa tanpa adanya bentuk 

diskriminatif.     

Menurut Permendiknas pendidikan inklusi ialah suatu kondisi 

pembelajaran bagi semua siswa yang memiliki kelebihan dan kekurangan 

dalam satu kelompok yang sama dengan siswa normal.43 Lebih dari itu, 

sekolah inklusi adalah tempat bagi semua anak yang diterima menjadi 

bagian dari kelas dengan wujud saling membantu dengan guru dan teman 

sebayanya, dengan masyarakat luar supaya dapat memenuhi kebutuhan 

individualnya.44 Secara nyata ABK dalam mengikuti pembelajaran kurang 

dapat mengikuti siswa normal karena keterbatasan yang dimilikinya.45 

 Sapon dan Shevin berpandangan bahwa pendidikan inklusi ialah 

lembaga pendidikan yang melayani anak berkebutuhan khusus untuk 

berkesempatan mendapatkan pengajaran dalam kelas reguler bersama anak 

normal yang usianya rata-rata sama. Dalam upaya melancarkan program 

inklusi, seluruh komponen mulai kepala sekolah, guru, staf, orang tua, dan 

                                                           
43Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 70 tahun 2009 pasal 1. 
44Stainback, W. Stainback, S. The support facilitator at work. W. Stainback & S. Stainback (Eds.), 
Support networks for inclusive schooling. Baltimore: Paul H. Brookes, 1990. 
45Mudjito, dkk.Pendidikan Layanan Khusus,  (Jakarta: Baduose Media, 2014), 72. 
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masyarakat kiranya menyadari untuk sama-sama bahu-membahu untuk 

mendukung dan mengoptimalkan kemampuan semua peserta didik.46 

2. Teori Sekolah Inklusi 

Keberadaan sekolah inklusi sangat menyumbang peran besar 

untuk membelajarkan siswa berkebutuhan khusus. Sekolah inklusi akan 

mengembangkan kemampuan siswa yang terbatas, sebab pada dasarnya 

sekolah inklusi adalah tempat pendidikan yang memfasilitasi ABK di 

kelas reguler. Bersumber dari dokumen pedoman penyelenggaraan 

inklusif yang digagas oleh Direktorat PSLB (Pembinaan Sekolah Luar 

Biasa), sekolah inklusif adalah lembaga pendidikan yang 

menggabungkan semua keberbedaan siswa dalam suatu iklim 

pembelajaran yang seimbang sesuai kebutuhan tiap-tiap siswa tanpa 

membeda-bedakan latar belakang, ekonomi, etnik, bahasa, tempat 

tinggal, fisik atau mental peserta didik.47 Jadi dapat dikatakan bahwa 

sekolah inklusi selain melayani pengajaran terhadap siswa normal, 

sekolah tersebut juga melayani siswa berkebutuhan khusus. Oleh karena 

itu, pada sekolah inklusi akan dijumpai siswa yang beragam baik secara 

fisik maupun psikis, sehingga sekolah inklusi diharapkan mampu 

mengelola setiap kegiatan dengan mentoleransi, menghargai, dan tidak 

bersikap mendiskriminasi terhadap semua peserta didik.48 

                                                           
46Mudjito, dkk.Pendidikan Layanan Khusus. (Jakarta: Baduose Media, 2014), 72. 
47Direktorat pembinaan Sekolah Luar Biasa.Pengembangan Kurikulum Pedoman 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. (DIRJENMENDIKDASMEN DEPDIKNAS, 2004).4. 
48Dedy Kustawan, Pendidikan Inklusi dan Upaya Implementasinya, Jakarta: Luxima Metro Media, 
2012, vii. 
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Harapan tersebut didasari oleh adanya hak bagi seluruh 

manusia untuk mengenyam ilmu pengetahuan dan praksis kehidupan. 

Artinya layanan melalui sekolah dapat dijadikan sebagai lembaga 

pengembangan pengetahuan, keterampilan dan karakter diri khususnya 

bagi anak berkebutuhan khusus yang pada hakikatnya memiliki hak 

asasi yang sama dengan anak normal lainnya. Kenyataan tersebut 

termaktub dalam pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa seluruh 

warga negara Indonesia berhak mendapat pendidikan.  Lebih spesifik 

tentang penjabaran hak anak berkebutuhan khusus mendapat pendidikan 

termaktub pada  BAB IV Pasal 5 UU No. 20 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional yang memiliki arti bahwa anak berkebutuhan 

khusus memiliki hak untuk dijamin pendidikannya oleh negara serta 

berhak mendapat pendidikan layak hingga akhir hayat.49 Karena 

pendidikan yang baik adalah pendidikan yang menyebarkan ilmu secara 

adil, merata, dan tidak mendiskreditkan suatu golongan.  

Dalam arti lain, sekolah inklusi ialah instansi pengajaran yang 

terbentuk akibat kesadaran bahwa setiap anak atau peserta didik berhak 

untuk mendapat pengajaran yang sama dengan anak normal pada 

umumnya, termasuk anak yang memiliki keterbatasan dan kebutuhan 

khusus yang bisa dikatakan abnormal. Secara konkret, program inklusi 

ialah layanana kelas reguler yang berbeda dari sekolah non-inklusi pada 

umumnya dengan ciri yang menonjol yakni mencampurbaurkan peserta 

                                                           
49Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
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didik yang disabilitas/keterbatasan dalam kelas yang sama dengan 

peserta didik yang normal.50 Pada umumnya sekolah inklusi dapat 

dijumpai dengan mudah karena secara tampak luar sudah terdapat 

fasilitas-fasilitas pendukung bagi penyandang disabilitas atau siswa 

berkebutuhan khusus seperti sarana kelas yang terjangkau dengan 

mudah, toilet yang ramah, metode pengajaran, dan media-media 

pembelajaran yang dapat menunjang pembelajaran peserta didik. 

3. Karakteristik Sekolah Inklusi 

Sekolah inklusi secara kenampakan luar memang seperti 

sekolah biasanya, karena pada dasarnya sekolah inklusi juga sebagai 

tempat belajar siswa normal. Namun, pada sekolah inklusif terdapat 

beberapa sarana dan media tambahan yang memang menjadi kebutuhan 

primer agar dapat mengakomodasi semua kebutuhan keterbatasan siswa 

disabilitas sekaligus menjadi ciri khas sekolah inklusif, lebih jelas akan 

dipaparkan sebagai berikut:  

a. Sarana dan Prasarana  

Dalam rangka pemenuhan pengajaran pada ABK diperlukan 

fasilitas penunjang layaknya kelas, jalur landai, alat bantu dengar, 

buku timbul (braile), media tulis untuk tuna wicara, dan 

sebagainya.51 Beberapa fasilitas pendukung tersebut dapat dijumpai 

pada sekolah berjenis inklusi karena siswa berkebutuhan khusus 

                                                           
50Dadang Garnida, Pengantar Pendidikan Inklusif, Bandung: Refika Aditama, 2015, vii. 
51Yusraini. 2013. Kebijakan Pemerintah Terhadap Inklusif. Jurnal Media Akademika. Vol 28 No 
1. 
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memerlukan fasilitas yang lebih banyak daripada siswa normal. 

Sekolah yang berfasilitas ramah disabilitas lengkap cenderung 

menjadi sekolah inklusi favorit yang dipercaya orang tua untuk 

menyekolahkan anaknya yang memiliki keterbatasan. Adanya 

sarana prasarana yang lengkap, menunjang, dan mutakhir akan 

semakin memberikan rasa kepercayaan orang tua terhadap 

perkembangan anaknya. Oleh sebab itu, sekolah inklusi yang baik 

adalah sekolah inklusi yang menyediakan beragam fasilitas baik 

bagi siswa normal atau siswa abnormal.  

b. Kolaborasi Pengajar 

Pengajar atau guru adalah salah satusektor terpenting dalam 

konteks pembelajaran, karena guru adalah agen penggerak utama 

implementasi dari pembelajaran.52 Bagaimana pun bagusnya suatu 

strategi pembelajaran yang direncanakan, tanpa adanya guru strategi 

tersebut hanya sebuah rencana yang tidak dapat diterapkan sesuai 

harapan. Oleh karenanya, dalam suatu pembelajaran di dalam kelas 

perlu adanya tenaga pendidik/pengajar yang mampu mengelola 

kelas dengan baik serta mampu menjadikan siswa yang awalnya 

belum bisa/tahu menjadi bisa/tahu mengenai suatu hal/materi. 

Kebutuhan akan sosok guru yang piawai menjadi persoalan 

beberapa sekolah, khususnya sekolah inklusi yang membutuhkan 

tenaga pengajar lebih dari satu dalam satu kelas untuk mengelola 

                                                           
52 Ibid, vii. 
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kelas. Guru lebih dari satu artinya satu kelas sekolah inklusi terdapat 

kolaborasi antara guru utama dan guru pendamping yang masing-

masing memiliki fungsi secara berturut-turut yakni mengelola kelas 

khusus pada siswa yang masih terkontrol baik siswa normal ataupun 

disabilitas dan guru pendamping bertanggung jawab untuk 

mengondisikan siswa disabilitas yang kurang kondusif dan 

berpotensi mengganggu pembelajaran utama. Namun, kolaborasi 

pengajar tidak selalu berjalan dengan lancar, karena dapat memicu 

masalah baru antarkeduanya. Seperti yang dikatakan Chandler 

dalam bukunya bahwa keberadaan guru lain (pendamping) dalam 

kelas yang sama akan memunculkan masalah baru bagi guru 

utama.53Hal tersebut dapat ditinjau dari beberapa guru yang enggan 

berkolaborasi dalam program inklusi yang terkadang disebabkan 

karena perbedaan cara mengajar, perbedaan tindakan, dan idealisme 

yang berbeda. Apabila ada ketidakcocokan antara guru utama dan 

guru pendamping maka akan berimbas pada pelayanan yang 

diberikan.  

c. Metode Pembelajaran 

Pembelajaran memiliki beberapa komponen yang saling 

menunjang, salah satu komponen tersebut adalah metode 

pembelajaran. Secara definitif, metode ialah kiat atau cara dalam 

                                                           
53 Chandler, L. K. (2000). A training and consultation model to reduce resistance and increase 
educator knowledge and skill in addressing challenging behaviours. Special Education 
Perspectives, 9(1), pp3- 13. 
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tindakan tertentu.54 Apabila metode tersebut berada dalam konteks 

pembelajaran, maka dapat diartikan sebagai cara seorang pendidik 

untuk melakukan sesuatu sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan 

dengan memanfaatkan berbagai perangkat penunjang pembelajaran 

guna menjalankan proses pembelajaran yang baik. Metode 

pembelajaran yang diterapkan pada sekolah inklusif biasanya 

menggunakan metode konvensional.55 Selanjutnya siswa 

melontarkan pertanyaan untuk dijawab oleh guru tentang materi 

yang sedang dibahas, hingga pada akhirnya mereka melakukan 

diskusi mandiri untuk mengaktifkan kemampuan bersosialisasi dan 

memanajemen suatu kegiatan.   

d. Pengawasan yang Ketat 

Sekolah inklusi mewajibkan guru pengajar untuk 

memberikan pengawasan yang lebih terhadap ABK. Hal tersebut 

disebabkan perilakunya yang berbeda dari siswa biasa, seperti aktif 

bergerak, keterbatasan dalam melakukan sesuatu, dan kondisi lain 

yang dapat mengganggu siswa lain dalam pembelajaran. Guru 

sebagai pengawas harus memiliki kesabaran ekstra dan memiliki 

anggapan bahwasanya ABK ialah manusia berumur dini yang fisik, 

mental, perkembangan, dan sosialnya berbeda dari anak normal, 

sehingga keterbatasan tersebut perlu bantuan khusus dalam 

                                                           
54 Annisatul Mufarokah, Strategi Belajar Mengajar, (Yogyakarta: Teras, 2009), 47.  
55Nurul Hidayati dan Ina Rofiana, Penerapan Metode Pembelajaran Peserta Didik Slow Learner 
(Studi Kasus SD Wirosaban Yogyakarta), (Naturalistic: Jurnal Kajian Penelitian dan 
Pembelajaran, 94-107 . 
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upayanya untuk mencapai perkembangan hidup yang maksimal, 

salah satunya melalui pendidikan56.  Pengawasan guru diharapkan 

dapat memberikan bantuan kepada siswa berkebutuhan khusus 

dalam melaksanakan pendidikan untuk peningkatan kompetensinya 

sekaligus mengimplikasikan pengawasan tersebut sebagai bentuk 

kasih sayang seorang guru kepada muridnya. 

e. Administrasi dan Kurikulum 

Administrasi di sekolah memiliki artian sebagai suatu 

kegiatan atau sistem pengelolaan, manajemen, dan pengurusan 

segala sesuatu supaya tujuan sekolah bisa tercapai. Karakteristik 

sekolah inklusi secara administratif dapat dikatakan beberapa 

sekolah memiliki kendala. Seperti administrasi penerimaan peserta 

didik baru tergolong kurang adanya pengelompokan yang 

seharusnya ada. Lebih lanjut, beberapa sekolah inklusi masih 

menggabungkan semua jenis anak disabilitas dalam satu kelas 

bersama anak reguler. Hal tersebut masih wajar karena beberapa 

sekolah inklusi terkadang hanya menerima beberapa jenis anak 

disabilitas dalam jumlah yang sedikit, kurangnya sarana prasarana 

dan kurangnya tenaga pengajar, sehingga pengelompokan 

berdasarkan karakteristik keterbatasan tidak sepenuhnya berjalan. 

Pengelompokan yang dimaksud meliputi: pengelompokan 

                                                           
56Dwi Siswoyo, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus, (Bandung: FIP UPI, 2012), 297.  
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berdasarkan minat, berdasarkan jenis tuna, dan berdasarkan 

kebutuhan.57 

Pada umumnya kurikulum terdiri dari kurikulum nasional, 

kurikulum sekolah. Ada beberapa variasi kurikulum sekolah inklusi 

yakni: pertama, kurikulum yang bobot dan kompetensi yang harus 

dicapai sama dengan siswa normal. Kedua, kurikulum yang 

dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan kompetensi siswa 

berkebutuhan khusus. Ketiga, kurikulum asimilasi yakni ditandai 

dengan dihilangkannya mata pelajaran tertentu bagi anak 

berkebutuhan khusus, karena pada mata pelajaran tersebut memiliki 

tingkat kesulitan yang tidak bisa diupayakan siswa berkebutuhan 

khusus. Kurikulum sekolah juga menyiratkan tentang kewajiban 

sekolah untuk memberikan keterampilan fungsional bagi seluruh 

siswa khususnya siswa berkebutuhan khusus.58 

4. Fungsi dan Peran Sekolah Inklusi 

Pada umumnya sekolah inklusi adalah sekolah yang memberikan 

program pengajaran pada semua siswanya tanpa memisahkan atau 

memarjinalkan siswa yang memiliki keterbatasan baik fisik, psikis, 

kondisi, dan sosialnya.59 Fungsi sekolah inklusi yang pertama adalah 

menyediakan program layanan istimewa untuk anak istimewa pula 

                                                           
57Prihatin, E, Manajemen Peserta Didik (Bandung: Alfabeta, 2011), 71. 
58 Sunardi, Kecenderungan dalam Pendidikan Luar Biasa. (Jakarta: Dikti, 2005), 76. 
59Tarmansyah. Pelaksanaan pendidikan inklusif di sd negeri 03 alai padang utara kota padang 
(studi pelaksanaan pendidikan di sekolah ujicoba sistem pendidikan inklusif). PEDAGOGI: Jurnal 
Ilmiah Ilmu Pendidikan, 9(1)(2012), 1-16. 
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dengan menghadirkan guru sambang (iteneran teacher). Guru tersebut 

bertugas untuk membantu guru utama dalam merancang pembelajaran, 

mengelola, dan menilai.60 Kedua, sekolah inklusi berfungsi sebagai 

lembaga pendidikan formal yang memberikan kesempatan ABK 

berkembang bersama anak normal, karena lingkungan yang baik akan 

berdampak pada perkembangan seorang ABK.  

Sedangkan peran sekolah inklusi dapat diidentifikasi menjadi 

beberapa yakni (1) sekolah inklusi berperan sebagai program yang 

cocok untuk mengembangkan sikap sosial antaraa ABK (Anak 

Berkebutuhan Khusus) dengan sesamanya atau dengan anak normal. (2) 

sekolah inklusi berperan untuk meningkatkan potensi yang terpendam 

pada ABK yang notabene memiliki keterbatasan, hal tersebut didasari 

kenyataan bahwa  beberapa ABK memiliki kelebihan yang belum tentu 

dimiliki oleh anak normal pada umumnya. (3) sekolah inklusi juga 

berperan untuk memberikan motivasi kepada ABK untuk selalu belajar 

dan bersosialisasi terlepas dari keterbatasan yang dimiliki, sehingga 

motivasi tersebut diharapkan dapat menghilangkan rasa takut ABK 

terhadap anak normal ataupun sebaliknya.61 

 

 

BAB III  

                                                           
60Reni Ariastuti, Vitri Dyah Herawati. Optimalisasi Peran Sekolah Inklusi. (Jurnal Pengabdian 
Masyarakat. 2016), 38-47. 
61  Nur Ivanihatul. 2019. Peran Sekolah Inklusi bagi ABK. (Kompasiana. Diakses pada 02 Juni 
2021) 
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METODE PENELITIAN 

 

Secara umum metode penelitian cabang dari ilmu metodologis yang 

membahas tentang segala model, teknik, desain penelitian, mulai dari cara 

mendapatkan data, pengolahan data, hingga keabasahan data. Lebih jelas 

dipaparkan sebagai berikut. 

A. Jenis Penelitian 

Judul penelitian ini ialah Kebijakan Kepala Sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya, 

sehingga peneliti lebih memilih metode deskriptif kualitatif karena sesuai 

dengan data yang akan diolah. Pendekatan kualitatif digunakan, karena dirasa 

sesuai dengan data berupa deretan kata secara tulis maupun hasil transkrip dari 

ujaran dan perilaku dari objek yang diteliti.62 Pendekatan yang digunakan ini 

terfokus pada objek data secara utuh. Oleh sebab itu, dalam suatu penelitian 

kiranya tidak memandang objek penelitian sebagian dalam suatu hipotesis 

sementara, namun perlu dipandang berupa keutuhan.   

Adapun esensi mendasar yang dapat diketahui dari metode deskriptif 

adalah pengajawantahan suatu objek atau fenomena yang ada secara empirik 

nyata apa adanya yang dilakukan bersama dengan perumusan inferensi 

                                                           
62Lexy Moleong. Metodologi PenelitianKualitatif,(Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 

2002),3. 
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sementara berdasarkan data yang telah diolah, sehingga analisis data akan 

tersusun dengan induktif. Selanjutnya analisis dilakukan dengan pola tertentu agar 

dapat mendapatkan kesimpulan yang menjadi jawaban dari pertanyaan penelitian. 

Penelitian deskriptif kualitatif dimanfaatkan untuk menggambarkan seluruh 

kenyataan dengan penggambaran yang komprehensif dan holistik .63  

Pada penelitian ini pendekatan kualitatif digunakan karena memiliki 

beberapa kegunaan yang dirasa cukup berarti. Pertama, pendekatan kualitatif dapat 

memudahkan untuk mengelola data-data berupa kenyataan secara deskriptif. 

Kedua, pendekatan ini memudahkan akses interaksi antara penliti dan informan 

atau responden sebagai sumber data. Ketiga, pendekatan ini lebih fleksibel dan 

dapat membantu berbagai disiplin ilmu.  

Oleh karena peneliti akan mengumpulkan dan mengelola data dari SMP 

Negeri 13 Surabaya yang berkaitan dengan kebijakan kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 

B. Kehadiran Peneliti 

Seperti pada penelitian pada umumnya, pada penelitian ini 

instrument utama adalah peneliti karena peneliti berperan besar dalam 

proses pengumpulan data. Selain itu, peneliti juga berpartisipasi dalam 

perolehan fenomena yang diteliti. Setelah itu, peneliti sebagai agen utama 

                                                           
63Hadari Nawawi dan Mimi Martini. Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Rajawali Press, 
1992), 73. 
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melakukan observasi secara kritis untuk mengumpulkan data yang 

diperlukan. Dalam pelaksanaan pengumpulan data tentunya membutuhkan 

instrument sekunder selain peneliti sebagai penunjang pengumpulan data, 

bukan sebagai intrumen utama. Oleh karenanya keberadaan peneliti sebagai 

agen utama sangat memengaruhi jalannya penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 13 Surabaya tepatnya di Jalan 

Jemursari II, kecamatan Wonocolo, Kota Surabaya. Sekolah tersebut termasuk 

sekolah negeri dan terakreditasi A.   

D. Subjek Penelitian 

Subjek yang menjadi fokus kajian terletak pada kebijakan kepala sekolah 

dalam mengimpelentasikan pendidikan inklusi yang juga menjadi sumber data. 

Adapun prosedur penyajian data dilakukan dengan beberapa tahap yakni observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Pada tahap wawancara, peneliti memilih sampel 

informan yang dirasa memiliki kompetensi dalam menyuarakan data yang sesuai 

dengan judul penelitian “Kebijakan Kepala Sekolah dalam 

Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya”. 

Informan terhitung sejumlah 3 pihak yakni Kepala Sekolah, wakil kepala 

sekolah bidang kesiswaan dan guru inklusi. 
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Tabel 1. Informan Penelitian 

 
No Sumber Data/InformanPenelitian 
1 Kepala Sekolah 
2 Waka Kesiswaan 
3 Guru Inklusi 
4 Orang Tua/Wali Murid 
5 Siswa Inklusi 

 
 

E. Informan Penelitian 

Informan penelitian merpakan golongan atau manusia individu yang 

memiliki potensi untuk memberikan data kepada peneliti, sehingga 

informan penelitian sama dengan sumber data yang paling utama. Untuk itu, 

peneliti memilih informan sekolah dan guru inklusi karena informan 

tersebut sangat berpengalaman dalam bidang tersebut. 

Tabel 2. Daftar Informan 

No Informan Bentuk Data Tujuan 

1 Kepala 
Sekolah 

1. Data mengenai 
kebijakan kepala 
sekolah dalam 
mengimplementasika
n pendidikan inklusi 
(wawancara dan 
dokumentasi) 

2. Data mengenai 
faktor penghambat 
dan pendukung 
kebijakan kepala 
sekolah dalam 
mengimplementasik
an pendidikan 
inklusi 
(wawancara dan 

1. Untuk mengetahui 
kebijakan kepala 
sekolah dalam 
mengimplemntasikan 
pendidikan inklusi 

2. Untuk mengetahui  
dan mendeskripsikan 
faktor penghambat 
dan pendukung 
kebijkan kepala 
sekolah dalam 
mengimplementasika
n pendidikan inklusi 
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dokumentasi) 

2 Waka 
Kesiswaan 

1. Data mengenai 
implementasi 
pendidikan inklusi 
(Observasi, 
wawancara) 

 

1. Untuk mengetahui 
implementasi 
pendidikan inklusi 
sesuai dengan 
kebijakan kepala 
sekolah 
 

3 Guru 
Inklusi 

1. Data mengenai 
implementasi 
pendidikan inklusi 
(Observasi, 
wawancara) 

1. Untuk mengetahui 
peran guru dalam 
mengimplementas
ikan pendidikan 
inklusi sesuai 
dengan kebijakan 
kepala sekolah 

4 Orang Tua / 
Wali Murid 

1. Implementasi 
pendidikan inklusi 
(Observasi dan tanya 
jawab)  

1. Untuk mengetahui 
peran orang tua 
dalammengimple
mentasikan 
pendidikan inklusi 
sesuai dengan 
kebijakan kepala 
sekolah 

5 Siswa 
Inklusi 

1. Data mengenai 
pengimplementasian 
pendidikan inklusi 
(Observasi) 

1. Untuk mengetahui 
penyerapan (input) 
yang diperoleh oleh 
siswa pada 
pendidikan inklusi 
sesuai dengan 
kebijakan kepala 
sekolah 

 

 

 

 

 

 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

48 
 

F. Tahap Penelitian 

Tahap penelitian dapat didefinisikan sebagai kiat-kiat secara procedural 

yang berkenaan dengan alur penelitian. Moleong menyebutkan bahwa terdapat 3 

tahapan dalam penelitian,64 yakni sebagai berikut : 

1. Tahap pra-lapangan 
  

Tahap ini adalah tahap yang biasanya digunakan untuk persiapan segala 

hal yang digunakan dalam penelitian sebelum terjun ke lapangan secara 

langsung. Secara umum tahap pra-penelitian terdapat 7 kiat yang perlu 

dilakukan seluruhnya oleh peneliti yakni: menyusun rangkaian rencana 

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus administrasi perizinan, survei 

lapangan, menentukan informan, menyiapkan segala perangkat penelitian, dan 

memperhatikan sikap etika penelitian.65 

2. Penelitian 
 

Dalam tahap ini adalah tahap inti yang menjadi penentu jalannya 

penelitian.  Agar penelitian yang dilakukan berjalan sesuai harapan, maka  

peneliti kiranya mampu menguasai segala kondisi yang ada, antara lain: 

mampu memahami kondisi lokasi penelitian, persiapan matang sebelum 

terjun ke lapangan, aktif berperan dalam mengumpulkan data, dan 

mengetahui gambaran dalam menganalisis data. 

Penelitian dilaksanakan dengan mengambil beberapa sampel informan 

                                                           
64Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2002), 85. 
65Moh. Kasiram. Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif, (Yogyakarta : Sukses Offset, 
2010), 284. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

49 
 

untuk mendapatkan informasi dan data. Selanjutnya menindaklanjuti untuk 

mengindentifikasi tiap-tiap data yang didapat yang kemudian dilanjutkan 

dengan analisis data sehingga hasil akhir berupa laporan penelitian. 

3. Penulisan laporan 
 

Penulisan laporan adalah tahap wajiib yang harus dikerjakan secara holistik 

dan komprehensif karena laporan adalah bentuk tulisan yang menyajikan segala 

hal dalam penelitian mulai dari sampul hingga lampiran. Selain itu, penulisan 

laporan juga dapat dijadikan sebagai bukti autentik bahwa peneliti telah 

melakukan penelitian. Adapun langkah-langkah yang diambil dalam penelitian 

dapat dirinci sebagai berikut. Merapikan susunan data sehingga dapat diolah 

dengan mudah, pembuatan kerangka laporan, dan penciptaan laporan.  

 
G. Metode Pengumpulan Data 

Data ialah suatu kumpulan informasi tentang suatu fenomena atau 

peristiwa yang bersumber dari objek dan keabsahannya perlu diuji untuk 

membentuk hipotesis sebagai anggapan dasar yang masih perlu diuji lagi. 

Pengumpulan data ialah salah satu prosedur yang krusial, oleh karenanya dalam 

pelaksanaan harus memerhatikan kerangka yang telah direncanakan. Hal 

tersebut salah satunya juga berguna untuk menyadarkan peneliti terhadap 

adanya data yang tidak terpakai sehingga perlu adanya reduksi data untuk 

membuang data yang tidak terpakai guna efisiensi. Dalam penelitian 

menggunakan 3 model pengumpulan data yakni observasi, wawancara, dan 

dokumentasi, berikut penjelasan lebih jelasnya. 
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1. Metode Observasi 

Metode observasi adalah salah satu metode pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung 

terhadap suatu objek untuk memperoleh segala yang dibutuhkan 

pada objek tersebut. Dalam pelaksanaannya, pengamat atau 

observer perlu memahami objek yang akan diamatinya, serta 

pengamat perlu mencatat segala hal yang telah didapatkan selama 

pengamatan dilakukan. Selian itu, untuk mendapat hasil 

pengamatan yang terbaik peneliti perlu menjaga hubungan dengan 

objek yang diteliti, karena hubungan antarkeduanya sangat 

berpengaruh terhadap hasil yang akan diperoleh.  

Peneliti melakukan pengamatan berkaitan dengan  

kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan 

inklusi siswa berkebutuhan khusus di SMP Negeri 13 Surabaya.  

Hasil yang diperoleh dari observasi tersebut akan menjadi acuan 

atau pedoman dasar bagi peneliti untuk menyusun fakta-fakta yang ada 

di lapangan/lokasi penelitian. Pada pelaksanaan observasi, peneliti 

menjadi pengamat sekaligus partisipator dalam kegiatan yang dilakukan 

oleh objek yang diamati guna memeroleh hasil pengamatan yang 

akuntabel dan valid. Hal tersebut dapat masuk akal terjadi karena 

keberadaan peneliti dalam lingkungan objek secara langsung memiliki 

kelebihan untuk memahami secara utuh tentang situasi dan kondisi objek 

sebagai sumber data. Dengan demikian peneliti mampu mendapatkan 
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segala informasi sesuai tindakan objek yang diamatinya. Metode 

observasi digunakan untuk memeroleh data yang dirinci dalam kolom 

berikut: 

Tabel 3. Indiktor Kebutuhan Data Observasi 

 
No Kebutuhan data 
1 Kebijakan kepala sekolah dalam mengimplentasikan pendidikan 

inklusi 
2 Faktor penghambat dan pendukung kebijakan kepala sekolah 

dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi 
 

2. Metode Wawancara 

Selain menggunakan teknik observasi, peneliti juga 

memanfaatkan wawancara sebagai teknik pengumpul data atau 

informasi dengan cara berinteraksi/berdialog secara langsung kepada 

objek sasaran yang sering disebut responden. Wawancara paling efektif 

dilakukan secara tatap muka dan dilakasanakan secara lisan. 

Kegiatan wawancara yang dilakukan bersama seorang 

responden cenderung akan menghasilkan data informasi yang 

subjektif apabila dibandingkan dengan beberapa responden. Peneliti 

dalam melakukan aktivitas akademiknya dalam penelitian harus 

bersikap professional dengan tidak memandang seperti interviewer 

yang mencecar pertanyaan kepada orang yang sedang tes 

wawancara atau tidak memandang responden sebagai orang biasa 

yang tak punya kemampuan dibandingkan peneliti yang memiliki 

keahlian secara akademik. Etika penelitian yang baik kiranya 

dilakukan baik dengan memandang bahwa responden adalah 
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permata berharga yang dapat membantu peneliti memperoleh data 

yang dibutuhkan. Lebih dari itu, peneliti dalam kerjanya harus ulet, 

tekun, sabar, dan selalu berpikir positif terlepas dari penguasaan 

teori dan penelitian secara teknis.66 

Penelitian ini lebih memilih memanfaatkan wawancara secara 

terbuka, karena supaya responden dapat menjawab pertanyaan dengan 

uraian jawaban yang bebas tanpa adanya opsi yang membatasi. 

Kelebihannya, peneliti dapat memeroleh hasil informasi yang luas dan 

rinci serta lebih dapat memperjelas informasi. Pada praktiknya, peneliti 

akan melakukan dua jenis wawancara yakni secara langsung dan melalui 

perantara. Interview langsung dilakukan dengan berhadapan adu mata 

terhadap responden dan wawancara melalui perantara memanfaatkan 

bantuan perangkat gawai untuk berinteraksi melalui panggilan suara. 

Seperti yang telah dibahas di muka, wawancara membahas mengenai 

Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Pendidikan 

Inklusi. Lebih jelas, indikator kebutuhan informasi wawancara 

dipaparkan pada kolom berikut ini. 

 

 

 

Tabel 4. Indikator Data Kebutuhan Wawancara 

 
No. Informan Kebutuhan Data 

                                                           
66P. Joko Subagyo. Metode Penelitian, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 40. 
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1 Kepala Sekolah 1. Pembentukan kebijakan kepala sekolah 
dalam mengimplentasikan pendidikan 
inklusi  

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam 
mengimplementasikan pendidikan inklusi 

2 Waka Kesiswaan 1. kebijakan kepala sekolah dalam 
mengimplentasikan pendidikan inklusi 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam 
mengimplementasikan pendidikan inklusi 

3 Guru Inklusi 1. Peran guru dalam mengimplementasikan 
pendidikan inklusi 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam 
mengimplementasikan pendidikan inklusi 

4 Orang Tua / 
Wali Murid 

1. Peran Orang Tua dalam 
mengimplementasikan pendidikan inklusi 

2. Faktor penghambat dan pendukung dalam 
mengimplementasikan pendidikan inklusi 

5 Siswa Inklusi 1. Faktor penghambat dan pendukung dalam 
mengimplemntasikan pendidikan inklusi 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi ialah cara menangkap sesuatu yang melibatkan 

teknologi untuk mengabadikan informasi atau data yang diperoleh. Pada 

penelitian ini, hal-hal yang terkait profil sekolah, struktur kepengurusan, 

visi misi, fasilitas, dan pembelajaran menjadi objek utama yang 

didokumentasikan guna menghemat waktu dan tenaga. Selain itu, 

dokumentasi berupa foto lebih efisien daripada dokumentasi berupa 

catatan, karena foto adalah hasil dari cara yang praktis dan tidak memakan 

banyak waktu. Oleh karena kecanggihan teknologi yang semakin 

menjadi-jadi, pemanfaatan kamera ponsel sangat berarti untuk 

menangkap informasi kapan pun dan di mana pun.  
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H. Teknik Analisis Data 

Dalam proses analisis data pada umumnya mematangkan data awal yang 

dihimpun untuk dianalisis guna memecahkan suatu permasalahan, sehingga dari 

pemecahan masalah itulah tujuan akhir dari penelitian dapat terwujud. Proses 

analisis hanya mengambil data yang relevan dan tidak memakai data yang tidak ada 

kaitannya. 

Analisis data hanya bisa dilakukan sesudah melakukan proses klasifikasi 

atau pengelompokan data dalam ruang-ruang yang telah ditentukan sesuai dengan 

teori yang digunakan. Adapun tahap selanjutnya adalah klarifikasi data yang 

aktivitasnya melakukan pengubahan dari awalnya data mentah kemudian 

ditafsirkan menjadi data yang bermanfaat untuk pengambilan kesimpulan pada 

tahap akhir.67 

Beberapa proses analisis data biasanya dilakukan sebelum terjun ke 

lapangan, saat di lapangan, dan setelah mengambil data dari lapangan. 

Sebelum berada di lapangan, peneliti biasanya telah mempersiapkan segala 

kebutuhan untuk menggali data sesuai tujuan penelitian. Setelah itu, saat di 

lapangan peneliti mulai melakukan aktivitasnya untuk memetik data hingga 

dirasa cukup. Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan teknik 

                                                           
67P. Joko Subagyo. Metode Penelitian, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2006), 105. 
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analisis verifikasi yang digagas Miles dan Huberman, dapat dijabarkan 

sebagai berikut.68 

1. Reduksi Data 
 

Reduksi data secara sederhana dilakukan dengan cara mengumpulkan 

semua data menjadi satu terlebih dahulu. Kemudian dilakukan proses 

pemerasan hingga data yang tersisa hanya inti dari data. Dengan kalimat lain 

reduksi data adalah proses perangkuman data pokok dan mengesampingkan data 

non-pokok, sehingga data yang digunakan adalah data yang terpilih dan 

terseleksi. Maka dari itu, data yang telah dikenai tindakan reduksi akan 

memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan lebih jauh dapat 

memudahkan peneliti untuk menganalisis data tersebut.  

2. Penyajian Data 
 

Kemudian dilanjutkan pada proses penyajian data dengan cara 

memaparkan data pada bentuk-bentuk tertentu. Penyajian data berbentuk 

paragraf secara deskriptif yang terdiri dari kalimat-kalimat. Apabila terdapat 

sajian data amak akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis data 

sekaligus memberikan pemahaman kepada pembaca melalui tulisan analisis 

yang dirasionalisasikan. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 
 

                                                           
68Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009), 

246. 
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Tahap ini ialah tahap final setelah proses analisis. Kesimpulan awal yang 

telah dicanangkan masih bersifat sementara atau belum final dan berpeluang 

akan berubah jika tidak adanya bukti kuat yang dapat memberikan bobot 

terhadap kesimpulan tersebut. Sebaliknya, jika kesimpulan sementara yang 

terbentuk memiliki bukti pendukung yang valid, konsisten dan kuat maka 

otomatis kesimpulan yang dipaparkan bersifat kredibel. Dalam rangka 

mewujudkannya, peneliti melakukan analisis dengan tahap sebagai 

berikut; 

a. Penggunaan kategori pengkodean, yang dibuat menyesuaikan kasus 

yang ada pada lokasi penelitian, batasan penelitian, asal data, teknik 

pengumpulan data, waktu , dan nomor lembar halaman. Untuk 

memudahkan analisis dari banyaknya data maka perlu dilakukan 

pengkodean yang dapat ditempatkan pada kolom berikut ini: 

Tabel 5. Pengkodean Data Penelitian 

No Aspek Pengkodean Kode 
1 Kasus Latar Penelitian  

 a. Sekolah S 
2 Teknik Pengumpulan Data  

 a. Wawancara W 
 b. Observasi O 
 c. Dokumentasi D 

 
3 Sumber Data  

 a. Kepala Sekolah KS 
 b. Waka Kesiswaan WK 
 c. Guru Inklusi GI 
 d.Orang Tua / Wali Murid OT 
 e.Siswa Inklusi          SI 

4 Fokus Penelitian  
 a. Kebijakan Kepala Sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan 
inklusi 

Keb 
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 b. Faktor penghambat dan 
pendukung dalam 
mengimplementasikan pendidikan 
inklusi 

Fak 

5 Waktu Kegiatan : Tanggal-Bulan-Tahun (S.W.KS.Keg/ 
08-04-2019) 

 

Pengkodean dilakukan atas dasar kegunaannya untuk memudahkan 

dalam proses analisis data.  Kode pada fokus penelitian berfungsi 

untuk mengklasifikasikan informasi yang diperoleh. Setelah itu, pada 

bagian akhir catatan lapangan atau catatan hasil tanya jawab disajikan:  

(1) kode kasus latar penelitian;  

(2) teknik pengumpulan data; 

(3) sumber data yang berasal informan penelitian; 

(4)  tema fokus penelitian; 

(5) waktu kegiatan penelitian.  

Untuk memudahkan pemahaman kode dan artinya maka di 

bawah ini dibuatlah kolom: (S.W.KS.Keg/08-04-2019) 

Tabel 6. Contoh Penerapan Kode dan Cara Membacanya 

Kode Cara Membaca 
S Menunjukkan kode kasus latar penelitian 

yaitu padasekolah 
W Menunjukkan jenis teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu teknik wawancara 
mendalam 

KS Menunjukkan identitas informan/sumber data 
yang dijadikan informan penelitian yaitu 
Kepala Sekolah 

Keg Menunjukkan fokus penelitian yaitu 
kebijakan kepala sekolah dalam 
mengimplementasikan pendidikan inklusi 

(S.W.KS.Keg/08- 
04-2019) 

Menunjukkan tanggal, bulan dan tahun 
dilakukan kegiatan penelitian 
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b. Penyortiran data, dilakukan setelah keseluruhan data dibuat dengan 

lengkap dengan arti operasionalnya, serta tiap satuan data yang ada 

pada catatan lapangan dilabeli kode yang sesuai. Satuan data adalah 

fragmen-fragmen yang berupa kalimat, paragraph atau alinea yang 

berasal dari catatan lapangan. Kode-kode biasanya dituliskan pada 

tepi halaman pada lembar catatan lapangan. Setelah itu seluruh catatan 

lapangan digandakan yang pada akhirnya dipotong berdasarkan 

satuan data. Potongan hasil penggandaan tersebut kemudian dipilih 

dan dipilah berdasarkan kode yang tercantum di bagian tepi kirinya. 

Untuk mempermudah pencarian catatan lapangan yang autentik, maka 

pada bagian bawah tiap-tiap satuan data diberi notasi yang 

memberikan keterangan yang jelas. 

c. Tahap perumusan hasil atau kesimpulan penelitian sementara pada 

tiap kasus tunggal dikenakan tindakan dengan jalan mensintesiskan 

data yang terkumpul secara holistik. Dala aktivitasnya maka 

dilakukan dengan membuat bagan konteks untuk menggambarkan 

kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan 

inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya. 

 

I. Keabsahan Data 

Upaya untuk mendapatkan data yang baik maka diperlukan teknik 

keabsahan data yang dapat digunakan untuk memberikan kesahihan 
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terhadap data. Berikut akan dijelaskan tahap pengujian dengan model 

triangulasi: 

1. Triangulasi 

Triangulasi ialah metode untuk memberikan kevalidan data dengan 

melibatkan segala hal eksternal untuk kepentingan pemeriksaan dan 

berguna untuk mengomparasikan terhadap data yang akan diuji 

keabsahannya.  Langkah pengujian dengan model triangulasi dijabarkan 

sebagai berikut: 

f. Triangulasi dengan sumber. Patton menyebutkan terdapat 5 tahap 

dalam triangulasi sumber yakni,  mengomparasikan data hasil 

observasi dengan data hasil interview, membandingkan ujaran 

seseorang di depan banyak orang dengan ujaran yang dilontarkannya 

secara personal, membandingkan perkataan seseorang saat dalam 

situasi penelitian dengan perkataan seseorang sepanjang hari, 

membandingkan kondisi dan pandangan seseorang dengan orang lain, 

membandingkan hasil interview berkaitan dengan substansi dokumen 

lain yang relevan.69 

g. Triangulasi dengan metode, pandangan Patton menyebutkan 

terdapat dua strategi yang krusial yakni pemeriksaan tingkat 

akuntabilitas teknik pengumpulan data dan sumber data dengan 

                                                           
69Lexy Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
2002), 178. 

60Ibid, 178. 
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metode yang senada.70 

h. Triangulasi dengan teori, diperkuat dengan pandangan ahli yakni 

Lincoln dan Guba yang menerangkan bahwa satu atau lebih dari 

satu teori tidak dapat memeriksa kesahihan suatu fakta. Hal 

tersebut dilakukan dengan mengikutkan upaya penggalian lain untuk 

mengolah data yang kemungkinan beririsan dengan usaha penemuan 

penelitian lainnya..71 

2. Referensi 

Penelitian ini akan memeriksa kesahihan data dengan melibatkan 

referensi pula. Peneliti sengaja menekankan pada banyak referensi yang 

berasal dari buku, sumber lain, manusia, atau referensi lain yang berada 

pada saat penelitian dilakukan yakni: dokumentasi gambar dan video 

lokasi penelitian, hasil rekaman wawancara, serta catatan-catatan yang 

mendukung hasil pengamatan. 

3. Pengecekan Anggota 

Pemeriksaan anggota yang tergabung dalam proses 

pengumpulan data penting dilakukan untuk mempertahankan tingkat 

akuntabilitas dari penelitian. Anggota yang dimaksud adalah responden 

yang mewakili dari banyak populasi dengan memberikan respons murni 

                                                           
 

 
71Burhan Bungin. Penelitian Kualitatif. (Jakarta : Prenada Media Group, 2011), 258. 
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dari pandangan mereka sendiri terhadap pertanyaan wawancara yang 

telah dibuat oleh peneliti.   
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. PENYAJIAN DATA PENELITIAN 

1. Obyek Penelitian SMP Negeri 13 Surabaya 

Berikut data-data penting mengenai profil sekolah SMP Negeri 13 

Surabaya yang disajikan dalam bentu tabel. 

Tabel 7 
 Profil Sekolah  

NPSN 20532551 

Nama SMP N 13 SURABAYA 

Akreditas Akreditasi A 

Alamat Jln. Jemur Sari II Surabaya 

Kodepos 60237 

Nomor Telepon 031 8412412 

E-mail smpn13surabaya@yahoo.co.id 

Jenjang SMP 

Status Negeri 

Situs http://smpn13surabaya.blogspot.com 

Lintang -7.320224498747828 

Bujur  112.74287402629852 

Ketinggian  5 

Waktu Belajar Pagi 

Kota Surabaya 

Propinsi Jawa Timur 
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Kecamatan Wonocolo 

Kelurahan Jemur Wonosari 

 

2. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah SMP Negeri 13 Surabaya 

a. Visi 

“Terwujudnya generasi unggul beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, memiliki karakter Nasional, dan berawawasan 

global” 

b. Misi 

“Mewujudkan pengembangan kurikulum, mewujudkan proses 

pembelajaran kreatif dan inovatif yang berdasarkan pendidikan, 

terwujudnya lulusan yang kompetitif, terwujudnya sumber daya 

manusia pendidikan yang professional, terwujudnya sarana dan 

prasarana yang memadai, terwujudnya manajemen berbasis sekolah, 

terwujudnya peningkatan prestasi akademik dan non akademik, 

terwujudnya wawasan dan budaya lingkungan, terwujudnya lulusan 

yang beriman dan bertaqwa” 

3. Gambaran Umum Sekolah SMP Negeri 13 Surabaya 

a. Keadaan Siswa 

Pada sekolah berprogram inklusi terdapat siswa regular dan 

siswa inklusi yakni yang memiliki kebutuhan khusus begitupun pada 

SMP Negeri 13 Surabaya ini. Terdapat berbagai macam siswa 
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inklusi yang dikategorikan pada kebutuhan kusus yang dimiliki. 

Penerimaan siswa inklusi di sekolah ini disesuaikan dengan jumlah 

dan kemampuan dari GBK yang ada. 

b. Keadaan Guru atau Pendidik di SMP Negeri 13 Surabaya 

SMP Negeri 13 Surabaya memiliki 4 guru pendamping 

khusus (GPK). Sekolah ini tidak memiliki GPK untuk siswa 

tunanetra. Untuk saat ini GPK dari dinas ada 3. Namun GPK di 

sekolah ini bukan berdasar pada ahlinya. 2 orang dari jurusan 

psikologi dan 1 orang dari jurusan PLB. Terdapat 17 GPK mapel 

yang dipilih dari guru regular di sekolah ini dengan syarat pemilihan 

memiliki kesabaran yang tinggi dan sanggup untuk mengajar siswa 

inklusi. Para GPK di sekolah ini juga telah difasilitasi oleh 

Kemendikbud untuk melakukan pelatihan pendidikan inklusi 

tersendiri.  

Beberapa peran yang dilakukan oleh psikolog, terapis, 

maupun Guru Pendidikan Luar Biasa (PLB) terhadap anak didiknya 

supaya mereka mampu mengembangkan potensinya, sehingga 

menjadi siswa yang unggul, kompetitif dan berprestasi. Tugas 

psikolog dan PLB antara lain, memberikan terapi dan pelatihan bina 

diri, serta pendampingan dan pembuatan jurnal kegiatan. Selain itu, 

psikolog maupun tenaga PLB juga perlu memperhatikan 

perkembangan peserta didiknya dan mengkomunikasikan 

perkembangan fisik, psikis, maupun inteligensinya kepada 
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orangtua/ wali murid dan wali kelas siswa. Agar mampu 

berkolaborasi dengan baik, sehingga menghasilkan siswa yang 

cerdas dan berakhlak mulia. 

Adapun macam terapi yang dapat diaplikasikan dalam 

rangka pengembangan kemandirian dan kognisi siswa. Macam-

macam terapi antara lain: Applied Behavioral Analysis (ABA), 

Terapi Wicara, Terapi Bermain, Terapi Sosial, Terapi Okupasi, 

Terapi Musik, Terapi Perilaku, Terapi Visual, Terapi Anggota 

Keluarga, Terapi Edukatif. Berikut akan disajikan jadwal terapi 

siswa inklusi SMP N 13 Surabaya dalam bentuk tabel. 
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8 IPA MAT PRAK BD SBK  

JADWAL 
R. PINTAR 
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R. PINTAR 
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R. PINTAR 13.20 - 14.00 44 44 8 12.50 - 13.30 13 40 16 

10 Agama Agama  
JADWAL R. 

PINTAR 

10 B.INDO  PKN    
JADWAL 

R. PINTAR 

 B.ING  
JADWAL 

R. PINTAR 14.00 - 14.30 44 44 13.30 - 14.10 13 40 16 

              

TABEL 8 

JADWAL PENDAMPINGAN DAN TERAPI SISWA SMPN 13 SURABAYA 
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4. Profil Anak Berkebutuhan Khusus di SMP Negeri 13 Surabaya 

a. Rekruitmen Siswa 

Penerimaan siswa baru anak berkebutuhan khusus di sekolah 

penyelenggara pendidikan inklusif pada sistem pendidikan inklusif 

dapat berbeda dengan penerimaan siswa baru pada sekolah reguler. 

Pola seleksi penerimaan siswa baru (anak berkebutuhan khusus) 

adalah melalui pola assesmen dalam bidang: 

• Psikologis, dimaksudkan untuk mendapatkan data 

tentang tingkat kecerdasan (inteligensi), dan data-data psikologis 

yang diperlukan. 

• Akademis, dimaksudkan untuk mendapatkan data tentang 

potensi dan hambatan akademis yang dimiliki anak. 

• Fisik, untuk mendapatkan data tentang jenis dan klasifikasi 

gangguan yang dialami anak. 

b. Jumlah Siswa Inklusi 

Jumlah siswa inklusi pada sekolah ini adalah 45 siswa 

yang terdiri dari beberapa kategori yakni, slow learner, tuna 

grahita, tuna daksa, retardasi mental ringan, retardasi mental 

sedang, tuna rungu, tuna wicara, autisme, iq di bawah rata-rata, dan 

borderline.  Setiap tiga orang siswa inklusi memiliki seorang wali 

kelas. Sekolah ini masih belum sanggup menerima siswa inklusi 

dengan kategori tuna netra dikarenakan tidak adanya GPK yang 
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bisa membaca huruf braile. Hal disebut disampaikan melalui hasil 

wawancara bersama guru inklusi yaitu 

Hambatan yang terjadi bergantung pada kondisi di 
lapangan dan pada kondisi dari siswa inklusinya. 
Maksudnya, pada sekolah ini tidak semua kategori siswa 
inklusi bisa masuk ke sekolah ini. Contohnya kami tidak 
menerima siswa kategori tuna netra karena tidak ada GPK 
yang bisa membaca huruf braile. Kami juga harus 
menyesuaikan dengan sumber daya gurunya. 
(S.W.GI.Keb28/11-11-2021)72 
 

B. TEMUAN DATA PENELITIAN KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH 
DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI 
SMP NEGERI 13 SURABAYA 

Pada kenyataannya banyak berdiri sekolah yang khusus 

menyelenggarakan pendidikan bagi siswa berkebatasan. Namun 

permasalahannya, jumlah anak berkebatasan lebih banyak daripada siswa 

inklusi, dengan kata lain keseluruhan sekolah belum bisa menampung 

jumlah keseluruhan ABK (Anak Berkebutuhan Khusus). Keadaan semakin 

runyam, sebab pemerintah mewajibkan pendidikan dasar untuk memenuhi 

hak pendidikan bagi semua orang. Oleh sebab itu pemerintah melalui 

Dinas Pendidikan Kota Surabaya memerintahkan untuk membentuk 

lembaga pendidikan inklusi (Lampiran 1)73 

1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan 

                                                           
72 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
73 Lampiran 1. Program Kerja Sekolah Inklusi SMP Negeri 13 Surabaya Tahun 2020. Kamis, 11 
November 2021. Pukul 10.30 
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Pendidikan Inklusi seperti rumusan masalah yang pertama 

Untuk mengimplementasikan pendidikan inklusi, kepala 

sekolah beserta jajaran guru terlebih dahulu membuat program 

kerja tahunan. Program kerja tahunan sekolah digunakan sebagai 

pedoman penerapan kebijakan inklusi yang terarah. 

Adapun tujuan dari penyusunan program kerja yaitu 

untuk, menyamakan persepsi dan sinkronisasi tentang 

penyelenggaraan program pendidikan inklusif, memberikan arah 

dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif, 

meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan inklusif, dan 

memberikan wawasan dan pedoman kepada pembina dan 

penyelenggara pendidikan inklusif di lapangan, agar mampu 

menyelenggarakan dan mengelola pembelajaran yang diperlukan 

oleh peserta didik yang berkebutuhan khusus (berkelainan dan atau 

yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa di sekolah 

inklusif). (Lampiran 1)74 

Terdapat berbagai komponen penting yang harus 

diperhatikan dalam melaksanakan pendidikan inklusi mulai dari 

proses penerimaan siswa baru, mengidentifikasi kategori pada 

siswa berkebutuhan khusus, kurikulum pembelajaran yang harus 

disesuaikan dengan kondisi dari siswa, pelaksanaan dari 

                                                           
74 Lampiran 1. Program Kerja Sekolah Inklusi SMP Negeri 13 Surabaya Tahun 2020. Kamis, 11 
November 2021. Pukul 10.30 
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pendidikan inklusi itu sendiri dan evaluasi atau asesmen terhadap 

siswa berkebutuhan khusus. (Lampiran 1)75 

Pada proses pembelajaran siswa inklusi akan ditempatkan 

di kelas. Jumlah siswa inklusi setiap kelas 2-3 orang. Pada setiap 

jam pertama siswa inklusi mengikuti kelas regular dengan 

didampingi GPK masing-masing. Pada jam kelima siswa inklusi 

kemudian dipindahkan ke ruang pintar. Ruang pintar ini dibuat 

khusus hanya untuk siswa inklusi saja. Berikut kutipan wawancara 

dari guru inklusi. 

Pada waktu pembelajaran, siswa inklusi mengikuti mulai 
dari jam pertama sampai jam keempat dicampur kelas 
regular. Pada saat jam kelima sampai terakhir siswa inklusi 
kita arahkan menuju ruang pintarn untuk diberi 
pembelajaran khusus bersama GPK masing-masing mapel. 
Tujuannya untuk siswa inklusi dapat bersosialisasi terlebih 
dahulu dalam kelas regular. (S.W.GI.Keb31/11-11-2021)76 

 

Pada saat pembelajaran siswa inklusi juga didampingi 

oleh GPK yang membantu memberikan pemahaman tentang materi 

yang dijelaskan oleh guru mapel yang mengajar pada saat jam 

tersebut dan juga dibantu untuk bisa bersosialisasi dengan siswa 

regular lainnya.  

                                                           
75 Lampiran 1. Program Kerja Sekolah Inklusi SMP Negeri 13 Surabaya Tahun 2020. Kamis, 11 
November 2021. Pukul 10.30 
 
 
76 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
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Kemudian GPK juga mempunyai beberapa metode 

pembelajaran yang disesuaikan untuk siswa inklusi. Metode 

tersebut diantaranya, ceramah, mendemonstrasikan eksperimen, 

dan keterampilan. Untuk metode yang selalu dilakukan adalah 

ceramah. Karena ceramah ini yang dapat memberikan pengertian 

dan pemahaman siswa tentang pembelajaran, bersosialisasi, 

maupun dalam hal berperilaku. Berbeda dengan metode 

mendemonstrasikan. Metode ini digunakan hanya ketika terdapat 

mata pelajaran yang melakukan eksperimen dirasa berbahaya jika 

dilakukan oleh siswa inklusi, sehingga hanya guru saja yang 

melakukan. Penggunaan metode keterampilan ini sama halnya 

dengan praktik atau eksperimen tetapi siswa inklusi sendiri lah 

yang melakukan dengan syarat tidak membahayakan. Metode ini 

sering dilakukan karena membuat siswa inklusi senang bisa 

merasakan keterampilan atau eksperimen langsung sehingga 

mereka menganggap bahwa mereka bisa merasakan eksperimen 

seperti siswa regular lainnya. Kutipan wawancara dengan guru 

inklusi sebagai berikut. 

Untuk metodenya biasanya ceramah, demo, keterampilan. 
Untuk ceramah selalu dilakukan. Kemudian demo 
dilakukan ketika ada praktikum atau eksperimen yang 
dirasa berbahaya untuk siswa, maka guru hanya 
mendemonstrasikan kepada siswa saja. Kami juga 
memakai keterampilan karena siswa sangat senang ketika 
bisa melakukan eksperimen atau praktik secara langsung 
yang dirasa tidak berbahaya. (S.W.GI.Keb31/11-11-
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2021)77 
 

Dalam setiap pembelajaran, metode sangat penting 

sebagai acuan untuk mengajar. Pada siswa inklusi metode 

keterampilan lebih ditekankan karena dengan metode tersebut 

siswa menjadi lebih senang untuk belajar. Seperti yang kita tahu 

siswa inklusi akan sulit memahami terlalu banyak teori jika hanya 

digunakan metode ceramah. 

Pelaksanaan pembelajaran pasti membutuhkan kurikulum. 

Penerapan kurikulum menurut guru inklusi sudah sesuai dengan 

kebijakan kepala sekolah untuk mengimplementasikan pendidikan 

inklusi, dimulai dari pembuatan kurikulum, pembuatan silabus, dan 

pembuatan program pembelajaran. Kurikulum yang digunakan 

untuk siswa inklusi mengalami penyesuaian. Penyesuaian tersebut 

terdapat pada penurunan indikator pencapaian yang disesuaikan 

dengan kategori pada siswa inklusinya. Berikut hasil wawancara 

dengan guru inklusi. 

Kurikulum yang digunakan sudah sesuai tetapi 
dibedakan dari siswa regular dengan menurunkan 
indikator untuk disesuaikan kondisi dari siswa 
inklusi itu sendiri. (S.W.GI.Keb32/11-11-2021)78 

Walaupun pendidikan inklusi bertujuan untuk 

                                                           
77 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
78 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
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menyetarakan pendidikan, tingkat kognitif atau pengetahuan siswa 

regular dan siswa inklusi jelas berbeda. Walaupun kurikulumnya 

sama, terdapat penyesuaian untuk siswa inklusi. Sehingga oleh 

jajaran guru di sekolah ini, indikator pencapaiannya diturunkan 

supaya siswa inklusi juga bisa mencapai indikator pembelajaran. 

Setelah melakukan pembelajaran dilakukan penilaian dan 

asesmen untuk melihat tingkat keberhasilan program inklusi. Siswa 

inklusi juga melakukan ujian seperti PTS, PAS, dan PAT. 

(Lampiran 1)  Asesmen siswa inklusi juga dilakukan dengan 

kuesioner di ruang pintar. Soal kuesioner tersebut dibuat oleh 

masing-masing GPK. Siswa inklusi yang dikatakan lulus apabila 

telah melewati KKM yang ditentukan. Jumlah KKM sekolah SMP 

Negeri 13 Surabaya antara siswa regular dan siswa inklusi sama 

yakni 82. Tapi tetap memiliki perbedaan pada indikator 

pencapaiannya karena memang tidak mungkin jika disamakan 

dengan siswa regular. Kemudian jika terdapat siswa inklusi yang 

nilainya kurang dari KKM maka akan dilakukan remidi. Remidi 

yang dilakukan yakni dengan memberikan pemahaman mata 

pelajaran yang nilainya kurang dari KKM setelah itu dilakukan 

praktik. Hasil wawancara bersama guru inklusi adalah sebagai 

berikut. 

Siswa inklusi memiliki kkm yang sama  dengan siswa 
regular yakni 82 namun di bedakan pada iqndikator yang 
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telah ditentukan untuk masing-masing. 
(S.W.GI.Keb35/11-11-2021)79 
 
Misal kkm tidak mencapai akan diberi remidi juga dengan 
cara  memberi pemahaman lagi dan melakukan praktik. 
Kalau asesmen dilakukan kuesioner pada ruang pintar 
yang dibuat oleh guru inklusi itu sendiri. 
. (S.W.GI.Keb36/11-11-2021)80 

Asesmen juga dilakukan pada siswa inklusi untuk melihat 

apakah dengan adanya program ini bisa meningkatkan kemampuan 

atau pengetahuan dari siswa inklusi tersebut. 

Adanya ruang pintar juga merupakan kebijakan dari 

kepala sekolah untuk implementasi pendidikan inklusi di sekolah 

ini. Ruang pintar ini diperuntukkan khusus untuk siswa inklusi. 

Ruang pintar juga berfungsi sebagai kelas untuk siswa inklusi 

setelah dari pembelajaran bersama siswa regular. Jadwal siswa 

inklusi pergi ke ruang pintar setelah jam ke 4 pembelajaran di kelas 

regular. Namun jika siswa inklusi mengalami beberapa masalah 

yang memang sudah tidak bisa mengikuti pembelajaran di kelas 

regular baru dipindahkan di ruang pintar ini. Di sini siswa inklusi 

belajar dengan GPK masing-masing dan GPK mapel sesuai jadwal. 

Berikut hasil wawancara bersama guru inklusi. 

Dalam satu kelas terdapat 2-3 siswa inklusi bersama siswa 
regular. Kita terlebih dahulu melihat kondisi dari siswa 
inklusinya. Jika mampu mengikuti pembelajaran di kelas 

                                                           
79 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
80 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
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regular sampai selesai, guru inklusi juga mendampingi di 
kelas sampai selesai. Namun jika siswa inklusi ini tidak 
mampu mengikuti pembelajaran sampai selesaai, kita akan 
menempatkannya di ruang khusus disebut ruang pintar untuk 
diberi pengajaran sendiri bersama guru inklusinya atau 
disebut GPK. Hal tersebut dapat terjadi karena mungkin saja 
pembelajaran di kelas terlalu berat atau anaknya terlalu sulit 
untuk memahami pembelajaran di kelas (S.W.GI.Keb30/11-
11-2021)81 

 
Pada waktu pembelajaran, siswa inklusi mengikuti mulai 
dari jam pertama sampai jam keempat dicampur kelas 
regular. Pada saat jam kelima sampai terakhir siswa 
inklusi kita arahkan menuju ruang pintarn untuk diberi 
pembelajaran khusus bersama GPK masing-masing 
mapel. Tujuannya untuk siswa inklusi dapat bersosialisasi 
terlebih dahulu dalam kelas regular (S.W.GI.Keb31/11-
11-2021)82 
Secara keseluruhan Kepala sekolah telah melaksanakan 

kebijakan pendidikan inklusi ini dengan baik melihat dari hasil 

observasi di lapangan oleh peneliti. Mulai dari Kepala sekolah yang 

mendukung adanya program pendidikan inklusi dengan 

menerapkannya di sekolah tersebut, menjadi komunikator yang 

baik antara pihak sekolah dengan wali murid mengenai program 

pendidikan inklusi yang di terapkan, sampai dengan pengadaan 

sarana prasarana untuk menunjang program pendidikan inklusi.83 

                                                           
81 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
82 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
83 Hasil Observasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi, 
Jumat, 12 November 2021. Pukul 10.30 
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Tabel 9. Triangulasi Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya 

Pertanyaan a. Metode dan strategi apasaja yang digunakan guru pada saat 
pembelajaran inklusi? 

b. Apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan 
kebijakan dalam mengimplementasi Pendidikan inklusi? 

c. Adakah ketentuan kkm siswa berkebutuhan khusus? Jika ada, 
samakah kkm pada siswa kebutuhan khusus lainnya? 

d. Apa yang akan guru lakukan jika siswa berkebutuhan khusus 
masih belum mencapai kkm? 

e. Bagaimana upaya guru dalam mengatur penempatan untuk 
siswa berkebutuhan khusus agar pembelajaran menjadi 
kondusif? 

 

Wawancara Guru 
Inklusi 

a. Pada waktu pembelajaran, siswa inklusi 
mengikuti mulai dari jam pertama sampai 
jam keempat dicampur kelas regular. 
Pada saat jam kelima sampai terakhir 
siswa inklusi kita arahkan menuju ruang 
pintarn untuk diberi pembelajaran khusus 
bersama GPK masing-masing mapel. 
Tujuannya untuk siswa inklusi dapat 
bersosialisasi terlebih dahulu dalam kelas 
regular.  Untuk metodenya biasanya 
ceramah, demo, keterampilan. Untuk 
ceramah selalu dilakukan. Kemudian 
demo dilakukan ketika ada praktikum 
atau eksperimen yang dirasa berbahaya 
untuk siswa, maka guru hanya 
mendemonstrasikan kepada siswa saja. 
Kami juga memakai keterampilan karena 
siswa sangat senang ketika bisa 
melakukan eksperimen atau praktik 
secara langsung yang dirasa tidak 
berbahaya 

b. Kurikulum yang digunakan sudah sesuai 
tetapi dibedakan dari siswa regular 
dengan menurunkan indikator untuk 
disesuaikan kondisi dari siswa inklusi itu 
sendiri 
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c. Siswa inklusi memiliki kkm yang sama  
dengan siswa regular yakni 82 namun di 
bedakan pada indikator yang telah 
ditentukan untuk masing-masing 

d. Misal kkm tidak mencapai akan diberi 
remidi juga dengan cara  memberi 
pemahaman lagi dan melakukan praktik 

e. Dalam satu kelas terdapat 2-3 siswa 
inklusi bersama siswa regular. Kita 
terlebih dahulu melihat kondisi dari siswa 
inklusinya. Jika mampu mengikuti 
pembelajaran di kelas regular sampai 
selesai, guru inklusi juga mendampingi di 
kelas sampai selesai. Namun jika siswa 
inklusi ini tidak mampu mengikuti 
pembelajaran sampai selesaai, kita akan 
menempatkannya di ruang khusus disebut 
ruang pintar untuk diberi pengajaran 
sendiri bersama guru inklusinya atau 
disebut GPK. Hal tersebut dapat terjadi 
karena mungkin saja pembelajaran di 
kelas terlalu berat atau anaknya terlalu 
sulit untuk memahami pembelajaran di 
kelas. 

Dokumentasi a. Dokumen Program Kerja Sekolah Inklusi SMP Negeri 
13 Surabaya 

b. Dokumen foto pembelajaran pendidikan inklusi di kelas 
regular dan ruang pintar 

Observasi Melakukan pengamatan pendidikan inklusi 

 

2. Temuan Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala 

Sekolah dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP 

Negeri 13 Surabaya 

Pada setiap perencanaan hingga pelaksanaan sebuah kebijakan 

oleh kepala sekolah terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor ini 

jugalah yang nanti dapat dijadikan acuan dalam evaluasi sebuah kebijakan. 
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a. Faktor Pendukung 

Menurut Taufan (2016), secara umum faktor pendukung 

keberhasilan kebijakan inklusi meliputi : (1) sikap penerimaan 

yang baik oleh tenaga pendidik dan kependidikan terhadap 

perbedaan peserta didik. Artinya kepala sekolah, pendidik, staf 

serta semua orang di lingkungan sekolah bersifat terbuka dan 

menghargai peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus tanpa 

adanya sikap diskriminatif kepada salah satu golongan. (2) adanya 

dermawan atau donator yang bersedia membiayai sekolah inklusi 

untuk mengelola pendidikan atau memberi beasiswa kepada siswa 

berkebutuhan khusus. Dengan adanya sumbangan dana dari 

donator, maka sekolah dapatt melakukan kegiatan operasionalnya 

tanpa terhambat masalah finansial. (3) kurikulum yang fleksibel, 

artinya kurikulum dibentuk dengan memerhatikan kondisi, 

kemampuan, dan keterbatasan peserta didik supaya mereka sama-

sama mendapatkan materi yang sudah menjadi haknya. Hal 

tersebut berlandaskan pada Permendiknas No. 70 2009 tentang 

pendidikan inklusif bagi siswa berkebatasan atau kecacatan yang 

yang berkemampuan istimewa. Oleh sebab itu, kebijakan sekolah 

harus dapat mengakomodiasi kebutuhan pendidikan tiap siswa. (4) 

tersedianya fasilitas yang berdayaguna pada segala proses 

pendidikan. Program inklusif kirangan memiliki fasilitas ramah, 
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sehingga segala fasilitas yang memudahkan dan memberikan rasa 

aman dan nyaman kepada semua siswa dapat menjadi pendukung 

terlaksananya sekolah inklusi yang baik. 

Pada faktor yang pertama yakni sikap penerimaan. 

Seluruh warga sekolah bahkan wali murid dari siswa regular 

mendukung adanya program pendidikan inklusi ini untuk 

pendidikan bagi seluruh siswa. 

Selagi program pendidikan inklusi dapat 
memberikan kebaikan dan kebermanfaatan bagi 
semua, saya akan mendukung penuh pada sekolah ini 
untuk terus melakukannya (S.W.OT.Keb47/10-11-
2021)84 

 
Bentuk dari dukungan tersebut dengan adanya peran aktif 

bagi seluruh warga sekolah dan wali murid terhadap program ini. 

Peran yang dilakukan dengan orang tua yakni memberikan 

pemahaman kepada anaknya bahwa siswa inklusi juga sama seperti 

mereka sehingga tidak boleh melakukan perlakuan yang berbeda 

kepada siswa inklusi. Tidak hanya wali murid saja yang 

memberikan pengertian, guru juga senantiasa memotivasi kepada 

siswa regular untuk dapat bersosialisasi dengan baik pada siswa 

inklusi dan menjadi dorongan untuk selalu giat belajar. 

Pertama peran kami sebagai wali murid yakni dengan 
memberikan pengertian ke anak masing-masing yang 

                                                           
84 Hasil wawancara dengan Bu Maryam , Orang tua siswa regular, Rabu, 10 November 2021 Pukul 
11.30 
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bersekolah disini bahwa siswa inklusi itu sama seperti dia 
dan anak yang lainnya dan tidak boleh membedakan 
perlakuan atau mengejek. Kemudian untuk siswa regular 
juga sebagai motivasi supaya belajar lebih giat lagi dan 
lebih bersyukur. (S.W.OT.Keb48/10-11-2021)85 
 

Pada faktor kedua membahas adanya donator atau 

dermawan yang membantu biaya program pendidikan inklusi 

supaya berjalan lancer dan sukses. Menurut kepala sekolah dan 

guru inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya, selama ini tidak ada 

donatur yang memberikan namun sudah diberikan oleh dinas. 

Kemudian dana dukungan dari wali murid untuk kegiatan yang 

diadakan oleh sekolah. 

Dana yang digunakan untuk melakukan program inklusi ini 
sudah tercukupi karena memang sudah dianggarkan oleh 
dinas. Bahkan wali murid dengan sukarela memberikan 
bantuan dana untuk melakukan kegiatan-kegiatan sekolah 
dan pada berbagai perlombaan. (S.W.KS.Keb12/12-11-
2021)86 

 
Kemudian tidak jarang kami sebagai wali murid 
memberikan bantuan berupa biaya untuk mendukung 
terlaksananya berbagai kegiatan yang diadakan sekolah ini 
seperti contoh ketika akan mengikuti perlombaan atau 
mengadakan acara-acara di sekolah. (S.W.OT.Keb48/10-
11-2021)87 
 

                                                           
85 Hasil wawancara dengan Bu Maryam , Orang tua siswa regular, Rabu, 10 November 2021 Pukul 
11.30 
86 Hasil wawancara dengan Pak Juwari, M. Pd. Kepala Sekolah SMPN 13 Surabaya,  Jum’at 12 
November 2021, Pukul 10.30 
87 Hasil wawancara dengan Bu Maryam , Orang tua siswa regular, Rabu, 10 November 2021 Pukul 
11.30 
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Pada faktor ketiga yakni adanya kurikulum yang fleksibel 

untuk siswa inklusi. Guru-guru di sekolah ini khususnya guru 

inklusi sudah membuat kurikulum yang disesuaikan untuk siswa 

inklusi. Penyesuaian tersebut yakni dengan menurunkan Indikator 

Pencapaian. Jadi indikator siswa inklusi tidak sama dengan 

indikator siswa regular.  

Kurikulum yang digunakan sudah sesuai tetapi dibedakan 
dari siswa regular dengan menurunkan indikator untuk 
disesuaikan kondisi dari siswa inklusi itu sendiri. 
(S.W.GI.Keb32/11-11-2021)88 

 

Penyediaan fasilitan sarana dan prasarana merupakan 

faktor keempat untuk mendukung adanya kebijakan kepala sekolah 

mengimplementasikan pendidikan inklusi. Pihak sekolah sudah 

menyediakan ruang pintar sebagai sarana bagi siswa inklusi. 

Kemudian dinas juga selalu membantu untuk pengaadaan sarana 

dan prasarana. Guru inklusi menjelaskan bahwa pihak dinas setiap 

tahunnya menanyakan kebutuhan fasilitas yang diperlukan untuk 

program pendidikan inklusi. Kemudian dari pihak sekolah 

membuatkan perencanaan tentang hal itu. Perencanaan itu 

diserahkan kepada dinas untuk di seleksi dan dievaluasi. Ketika 

sudah mendapatkan keputusan, dinas akan mengirimkan bantuan 

berupa barang yang dibutuhkan seperti alat peraga. Pendapat wali 

                                                           
88 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
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murid tentang sarana prasarana pun menurut mereka sudah 

memadai. 

 
Pihak kami sudah menyiapkan sarana yang nantinya 
dipakai untuk melakukan pendidikan inklusi dengan 
adanya ruang pintar. Dinas juga membantu memberikan 
fasilitas yang diperlukan dan dibutuhkan 
(S.W.KS.Keb8/12-11-2021)89 
 
Kami mendapatkan bantuan dari dinas. Setiap akhir tahun 
dinas selalu menanyakan perihal kebutuhan untuk sarana 
prasarana. Kemudian kami melakukan perencaan tentang 
sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk diserahkan 
kepada dinas. Lalu, dinas melakukan penyeleksian 
terlebih dahulu. Bantuan yang diterima langsung 
mengirim berupa barang yang telah diseleksi dari 
perencanaan tersebut. (S.W.GI.Keb27/11-11-2021)90 
 
Saya rasa sarana dan prasarana untuk melakukan 

pendidikan inklusi disekolah ini sudah cukup 
(S.W.OT.Keb44/10-11-2021)91 

 
Sarana dan prasarana sekolah ini sudah memadai untuk 
melakukan pembelajaran inklusi, bahkan sampai 
dibuatkan ruang pintar yang bisa membuat anak saya 
merasa menyenangkan belajar di sekolah ini. 
(S.W.OT.Keb54/12-11-2021)92 

 

 Temuan faktor pendukung implementasi pendidikan 

inklusi sesuai dengan hasil observasi peneliti mulai dari adanya 

                                                           
89 Hasil wawancara dengan Pak Juwari, M. Pd. Kepala Sekolah SMPN 13 Surabaya, Jum’at 12 
November 2021, Pukul 10.30 
90 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
91 Hasil wawancara dengan Bu Maryam , Orang tua siswa regular, Rabu, 10 November 2021 Pukul 
11.30 
92 Hasil wawancara dengan Bu Wasri, Orang tua siswa berkebutuhan khusus, Jum’at, 12 
November 2021 Pukul 10.00 
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penerimaan baik dari peserta, tenaga pendidik, kependidikan, dan 

seluruh wali murid, tidak adanya dermawan atau donator tetap yang 

membiayai program inklusi karena biaya telah dianggarkan dari 

dinas terkait dan sumbangan sukarela dari wali murid, kurikulum 

yang sudah fleksibel untuk siswa inklusi dan sarana prasarana yang 

memadai untuk menunjang penerapan pendidikan inklusi di 

sekolah ini.93 

 

Tabel 10. Triangulasi Faktor Pendukung Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya 

Pertanyaan a. Apakah Anda mendukung adanya Pendidikan Inklusi di 
sekolah ini? 

b. Jika Anda mendukung, apa peran Anda sebagai wali murid 
untuk  Pendidikan Inklusi di sekolah ini? 

c. Apakah dana untuk merealisasikan kebijakan sudah tercukupi 
sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik? 

d. Apakah kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan 
kebijakan dalam mengimplementasi Pendidikan inklusi? 

e. Apakah sarana dan prasarana sudah memadai untuk 
mendukung penerapan pendidikan inklusi? 

Wawancara Wali Murid 
Siswa 

Reguler 

a. Selagi program pendidikan inklusi dapat 
memberikan kebaikan dan 
kebermanfaatan bagi semua, saya akan 
mendukung penuh pada sekolah ini untuk 
terus melakukannya 

b. Pertama peran kami sebagai wali murid 
yakni dengan memberikan pengertian ke 
anak masing-masing yang bersekolah 
disini bahwa siswa inklusi itu sama seperti 
dia dan anak yang lainnya dan tidak boleh 
membedakan perlakuan atau mengejek. 
Kemudian tidak jarang kami sebagai wali 
murid memberikan bantuan berupa biaya 

                                                           
93 Hasil Observasi Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi, Jumat, 12 November 2021, Pukul 10.30 
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untuk mendukung terlaksananya berbagai 
kegiatan yang diadakan sekolah ini seperti 
contoh ketika akan mengikuti perlombaan 
atau mengadakan acara-acara di sekolah 

c. Saya rasa sarana dan prasarana untuk 
melakukan pendidikan inklusi disekolah 
ini sudah cukup 

 Wali Murid 
Siswa 
Inklusi 

a. Saya selalu sangat mendukung adanya 
pendidikan inklusi, terlebih lagi di sekolah 
ini 

b. Saya akan tetap mendukung karena 
program berdampak baik pada saya dan 
pendidikan anak saya 

c. Sarana dan prasarana sekolah ini sudah 
memadai untuk melakukan pembelajaran 
inklusi, bahkan sampai dibuatkan ruang 
pintar yang bisa membuat anak saya 
merasa menyenangkan belajar di sekolah 
ini. 

 Kepala 
Sekolah 

a. Dana yang digunakan untuk melakukan 
program inklusi ini sudah tercukupi 
karena memang sudah dianggarkan oleh 
dinas. Bahkan wali murid dengan sukarela 
memberikan bantuan dana untuk 
melakukan kegiatan-kegiatan sekolah dan 
pada berbagai perlombaan 

b. Pihak kami sudah menyiapkan sarana 
yang nantinya dipakai untuk melakukan 
pendidikan inklusi dengan adanya ruang 
pintar 

 Waka 
Kesiswaan 

a. Pihak kami sudah menyiapkan sarana 
yang nantinya dipakai untuk melakukan 
pendidikan inklusi dengan adanya ruang 
pintar. Dinas juga membantu memberikan 
fasilitas yang diperlukan dan dibutuhkan 

b. Kurikulum yang kami gunakan sudah 
sesuai karena sudah mengikuti dari 
Permendikbud yang ditentukan 

 Guru Inklusi a. Kami mendapatkan bantuan dari dinas. 
Setiap akhir tahun dinas selalu 
menanyakan perihal kebutuhan untuk 
sarana prasarana. Kemudian kami 
melakukan perencaan tentang sarana dan 
prasarana yang dibutuhkan untuk 
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diserahkan kepada dinas. Lalu, dinas 
melakukan penyeleksian terlebih dahulu. 
Bantuan yang diterima langsung 
mengirim berupa barang yang telah 
diseleksi dari perencanaan tersebut. 

b. Kurikulum yang digunakan sudah sesuai 
tetapi dibedakan dari siswa regular 
dengan menurunkan indikator untuk 
disesuaikan kondisi dari siswa inklusi itu 
sendiri 

Dokumentasi Dokumen foto 

Observasi Melakukan pengamatan terkait adanya faktor pendukung dari 
kebijakan kepala sekolah mengimplementasikan pendidikan 
inklusi 

 

 

b. Faktor Penghambat 

Selain itu, Adapun faktor penghambat kebijakan kepala 

sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif antara 

lain : (1) minimnya guru pembimbing khusus anak luar biasa. (2) 

kurangnya penerimaan orang, tua, beberapa orang tua peserta didik 

regular tidak setuju jika anaknya disatukan dalam satu kelas dengan 

anak berkebutuhan khusus, alasannya karena para orang tua 

tersebut khawatir berdampak buruk pada anaknya. Hal tersebut 

menjadi penghambat yang cukup massif terjadi apabila tidak ada 

upaya dari kepala sekolah atau pihak sekolah untuk memberikan 

pengertian tentang pentingnya menghargai perbedaan. (3) 

kurangnya sokongan dari pemerintah untuk memajukan sekolah 
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inklusi. 

Keadaan faktor penghambat yang terjadi di sekolah SMP 

Negeri 13 Surabaya memang benar terjadi. Sekolah ini minim 

sekali guru GPK yang sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi. 

Seperti penuturan guru inklusi, dari pihak dinas memang 

menugaskan GPK pada sekolah ini, namun jumlahnya hanya 4 

orang saja, itupun dengan jurusan yang kurang sesuai dengan 

kebutuhan bagi siswa inklusinya. Dua guru dari jurusan psikologi, 

satu guru dari jurusan PLB, dan satu guru lagi itu GPK mapel. 

Pada awal penerapan program ini sekolah kami memang 
kekurangan guru pembimbing khusus. Dinas hanya 
memformasikan 3 GPK di sekolah ini, itupun jurusannya 
kurang sesuai dengan kebutuhan siswa inklusi. Dua dari 
jurusan psiokologi dan satu lainnya dari PLB. 
(S.W.KS.Keb11/12-11-2021)94 
 

Hambatan yang dialami di sekolah ini selama 
menjalankan pendidikan inklusi adalah pada jumlah guru 
kemudian wali murid yang kurang pro aktif dengan 
adanya program ini karena mereka juga baru mengetahui 
tentang adanya program pendidikan inklusi. 
(S.W.WK.Keb17/12-11-2021)95 

 

Faktor kedua yakni kurangnya penerimaan dari orang tua 

dari siswa regular untuk program pendidikan ini. Di sekolah ini 

rata-rata wali murid atau orang tua sudah menerima program ini. 

                                                           
94 Hasil wawancara dengan Pak Juwari, M. Pd. Kepala Sekolah SMPN 13 Surabaya, Jum’at 12 
November 2021, Pukul 10.30 
95 Hasil wawancara dengan Pak Agus, wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMPN 13 
Surabaya, Jum’at 12 November 2021, Pukul 11.00  
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Mereka mendukung program ini karena memang demi kebaikan 

semua anak agar bisa mendapatkan pendidikan yang layak dan 

merata. Hanya saja, kendala pada peran serta untuk kelancaran 

program ini. terkadang ada beberapa orang tua yang kurang pro 

aktif untuk program ini cenderung bersikap pasif atau kurang 

peduli. 

Hambatan yang dialami di sekolah ini selama 
menjalankan pendidikan inklusi adalah pada jumlah guru 
kemudian wali murid yang kurang pro aktif dengan 
adanya program ini karena mereka juga baru mengetahui 
tentang adanya program pendidikan inklusi. 
(S.W.WK.Keb17/12-11-2021)96 

 

Kemudian pada faktor ketiga yakni kurang adanya 

sokongan atau dukungan dari pemerintah daerah untuk memajukan 

inklusi. Sekolah ini tidak memiliki hambatan tersebut. Justri 

pemerintah melalui dinas terkait yakni Permendikbud mendukung 

penuh adanya program ini dengan memberikan bantuan berupa 

dana atau dalam bentuk sarana prasarana seperti alat peraga. 

Hambatan lain yang terjadi di luar yang telah di sebutkan, 

ada kategori siswa inklusi yang tidak bisa diterima sekolah ini 

dikarenakan tidak adanya GPK ahli yang bisa membaca huru braile 

dari kebutuhan siswa inklusi tuna netra.  

Hambatan yang terjadi bergantung pada kondisi di 
lapangan dan pada kondisi dari siswa inklusinya. 

                                                           
96 Hasil wawancara dengan Pak Agus, wakil kepala sekolah bidang kurikulum SMPN 13 
Surabaya, Jum’at 12 November 2021, Pukul 11.00 
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Maksudnya, pada sekolah ini tidak semua kategori siswa 
inklusi bisa masuk ke sekolah ini. Contohnya kami tidak 
menerima siswa kategori tuna netra karena tidak ada GPK 
yang bisa membaca huruf braile. Kami juga harus 
menyesuaikan dengan sumber daya gurunya. 
(S.W.GI.Keb28/11-11-2021)97 
 

Kemudian juga terdapat hambatan karena perilaku dari 

siswa inklusi. kondisi siswa inklusi berbeda dengan siswa regular. 

Terkadang siswa inklusi mengalami tantrum ketika pembelajaran 

bersama kelas regular berlangsung. Tantrum yang dialami bisa 

berupa menangis, merengek, atau marah-marah karena memiliki 

temperamental tinggi. 

Kendalanya terkadang memang terjadi tantrum pada siswa 
inklusi. Ketika siswa inklusi mengalami tantrum, kita 
berikan kepada GBK untuk menenangkan. Kalau 
siswanya sudah tenang, baru dikembalikan lagi ke kelas. 
Kalau tantrumnya sampai pembelajaran selesai kita tarik 
untuk menuju ruang pintar. (S.W.GI.Keb33/11-11-2021)98 

 

 Temuan faktor penghambat pada hasil wawancara 

dengan hasil observasi telah sesuai yakni minimnya jumlah GPK 

yang sesuai dengan kategori dari siswa inklusi. Kemudian pada 

faktor tidak adanya dukungan pemerintah ini terbantahkan karena 

pemerintah melalui dinas justru pendukung utama terlaksananya 

program inklusi tersebut dan berdasar lembar observasi terdapat 

                                                           
97 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
98 Hasil wawancara dengan Bu Evi , Guru Inklusi di SMPN 13 Surabaya, Kamis, 11 November 
2021 Pukul 09.30 
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Sebagian kecil wali murid yang memang pasif dengan adanya 

program pendidikan inklusi walaupun sebenarnya mereka tidak 

menolak adanya program ini.99 

 

Tabel 11. Triangulasi Faktor Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya 

Pertanyaan a. Apakah jumlah dan kemampuan guru pembimbing khusus 
sudah memadai untuk penerapan kebijakan ini? 

b. Hambatan apa saja yang dirasakan ketika penerapan kebijakan 
kepala sekolah? 

c. Bagaimana cara guru menghadapi kendala yang terjadisaat 
Pendidikan inklusi berlangsung? 

Wawancara Kepala 
Sekolah 

Pada awal penerapan program ini sekolah kami 
memang kekurangan guru pembimbing khusus. 
Dinas hanya memformasikan 3 GPK di sekolah ini, 
itupun jurusannya kurang sesuai dengan kebutuhan 
siswa inklusi. Dua dari jurusan psiokologi dan satu 
lainnya dari  Untuk mengatasi hal itu kami 
menyeleksi beberapa guru 

 

 Waka 
Kesiswaan 

Hambatan yang dialami di sekolah ini selama 
menjalankan pendidikan inklusi adalah pada jumlah 
guru kemudian wali murid yang kurang pro aktif 
dengan adanya program ini karena mereka juga baru 
mengetahui tentang adanya program pendidikan 
inklusi 

 Guru 
Inklusi 

a. Hambatan yang terjadi bergantung pada 
kondisi di lapangan dan pada kondisi dari 
siswa inklusinya. Maksudnya, pada sekolah 
ini tidak semua kategori siswa inklusi bisa 

                                                           
99 Hasil Observasi Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah dalam 
Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi, Jumat, 12 November 2021, Pukul 10.30 
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masuk ke sekolah ini. Contohnya kami tidak 
menerima siswa kategori tuna netra karena 
tidak ada GPK yang bisa membaca huruf 
braile. Kami juga harus menyesuaikan 
dengan sumber daya gurunya 

b. Kendalanya terkadang memang terjadi 
tantrum pada siswa inklusi. Ketika siswa 
inklusi mengalami tantrum, kita berikan 
kepada GBK untuk menenangkan. Kalau 
siswanya sudah tenang,, baru dikembalikan 
lagi ke kelas. Kalau tantrumnya sampai 
pembelajaran selesai kita tarik untuk menuju 
ruang pintar. 

Dokumentasi Dokumentasi Foto 

Observasi Melakukan pengamatan terkait adanya faktor penghambat dari 
kebijakan kepala sekolah mengimplementasikan pendidikan 
inklusi 

 

 

C. ANALISIS TEMUAN PENELITIAN 

1. Kebijakan Kepala Sekolah dalam Mengimplementasikan 

Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 Surabaya 

 Adanya pendidikan inklusi ini dapat membatu siswa yang 

memiliki kebutuhan khusus mendapatkan kesempatan belajar bersama 

dengan siswa regular lainnya dalam satu kelas yang sama. Pendidikan 

inklusi yang diimplementasikan pada SMP Negeri 13 Surabaya sudah 

sesuai dengan berbagai ahli di kajian Pustaka yang disimpulkan bahwa 

pendidikan inklusi adalah pembelajaran dalam satu kelas yang 

menempatkan bersama siswa inklusi dan siswa umum untuk 

mengoptimalkan potensi dan kemampuan mereka. 
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 SMP Negeri 13 Surabaya sebelum melaksanakan pendidikan 

inklusi, membuat sebuah perencanaan program inklusi tahunan. Di dalam 

perencana tersebut dibahas mulai dari tahap persiapan hingga evaluasi 

dan monitoring. Sekolah inklusi pada penampakan luarnya sama saja 

dengan sekolah umum lainnya, hanya saja terdapat beberapa perbedaan 

pada sarana, kurikulum, metode pembelajaran.  

 Pada penyediaan sarana prasarana, sekolah ini telah 

menyiapkan ruangan khusus untuk siswa inklusi yang diberi nama Ruang 

Pintar. Kegunaan ruang sama dengan kelas pada umumnya yakni untuk 

pembelajaran namun, hanya khusus untuk siswa inklusi setelah 

melakukan pembelajaran bersama di kelas regular. Kemudian pengadaan 

alat peraga khusus untuk siswa inklusi. Di sini dinas terkait yakni 

Permendikbud juga berperan pada pengadaan sarana dan prasarana. 

menurut pemaparan guru inklusi di sekolah ini, pengadaan alat peraga 

biasanya diberikan oleh dinas. Sebelum diberikan dinas meminta sebuah 

perencanaan untuk mengetahui sarana prasarana apa saja yang 

dibutuhkan, kemudian melalui proses seleksi terlebih dahulu. Pengadaan 

sarana khusus tersebut sesuai dengan pendapat Yusraini (2013) yang 

menyebut bahwa dalam rangka pemenuhan pengajaran pada anak 

berkebutuhan khusus, diperlukann sarana dan prasarana penunjang yang 

cukup banyak seperti kelas khusus, jalan landau khusus tuna daksa, alat 

bantu dengar bagi tuna rungu, buku timbul (braile) untuk tuna netra, 
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media tulis untuk tuna wicara, dan sebagainya. 

 Kemudian pada pembuatan dan penerapan kurikulum, SMP 

Negeri 13 Surabaya adalah sama. Namun terdapat penyesuaian pada 

indikator untuk kurikulum siswa inklusi. Para guru menurunkan tingkat 

indikator penyampaian untuk siswa inklusi yang sudah disesuaikan 

dengan keadaan dari siswa inklusi tersebut. Fakta tersebut sesuai dengan 

pendapat Sunardi (2005: 76) yang mengemukakan kurikulum sekolah 

inklusi tidak jauh berbeda dengan kurikulum sekolah regular pada 

umumnya. Kurikulum disusun sebagai pedoman sekolah dan guru untuk 

melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan perencanaan. Pada 

umumnya kurikulum terdiri dari kurikulum sekolah, silanbus, dan RPP 

yang semuanya berisi tujuan, isi, dan evaluasi. Ada beberapa variasi 

kurikulum sekolah inklusi yakni: pertama, kurikulum yang bobot dan 

kompetensi yang harus dicapai sama dengan siswa normal. Kedua, 

kurikulum yang dimodifikasi untuk menyesuaikan kebutuhan dan 

kompetensi siswa berkebutuhan khusus. Ketiga, kurikulum asimilasi 

yakni ditandai dengan dihilangkannya mata pelajaran tertentu bagi anak 

berkebutuhan khusus, karena pada mata pelajaran tersebut memiliki 

tingkat kesulitan yang tidak bisa diupayakan siswa berkebutuhan khusus. 

Kurikulum sekolah juga menyiratkan tentang kewajiban sekolah untuk 

memberikan keterampilan fungsional bagi seluruh siswa khususnya siswa 

berkebutuhan khusus. 
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 Pada metode, guru sekolah SMP Negeri 13 Surabaya 

menerapkan metode ceramah, mendemonstrasikan, dan keterampilan. 

Untuk metode ceramah yang digunakan ini sesuai dengan pendapat dari 

Hidayati dan Rofiana (2016) yang mengemukakan bahwa metode 

pembelajaran yang diterapkan dalam sekolah inklusif biasanya 

menggunakan metode, ceramah, metode tanya jawab, dan metode diskusi. 

Metode ceramah lebih banyak digunakan karena semua siswa 

memerlukan pemaparan materi secara langsung melalui lisan, serta 

ceramah adalah cara paling efektif dan efisien untuk memahamkan siswa 

normal atau yang berkebutuhan khusus. Pada penerapannya terdapat 

ketidak sesuaian yakni GPK atau guru inklusi lebih banyak mengguankan 

metode keterampilan pada siswa inklusi dibanding dengan metode 

ceramah. Hal ini dilakukan karena berdasarkan penerapannya siswa 

inklusi di sekolah ini lebih senang melakukan pembelajaran keterampilan 

yang melibatkan mereka secara langsung dalam pembuatan atau 

eksperimen tertentu. Metode ini dirasa lebih efektif karena dapat 

membuat siswa inklusi merasa percaya diri bahwa dirinya bisa melakukan 

apa yang siswa regular juga lakukan. 

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Kebijakan Kepala Sekolah 

dalam Mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 

Surabaya. 

 Selanjutnya pembahasan mengenai faktor pendukung dan 
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penghambat dari kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan 

pendidikan inklusi. menurut Syafarudin (2008) secara umum faktor 

pendukung keberhasilan kebijakan pendidikan inklusi meliputi100 : (1) 

sikap penerimaan yang baik oleh tenaga pendidik dan kependidikan 

bahkan seluruh warga sekolah sampai wali murid. (2) adanya dermawan 

atau donator yang bersedia membiayai sekolah inklusi supaya dapat 

menjalankan kegiatan operasional tanpa terhambat masalah finansial. (3) 

kurikulum yang fleksibel yang memerhatikan kondisi, kemampuan dan 

keterbatasan peserta didik supaya mereka sama-sama mendapat materi 

yang sudah menjadi haknya. (4) tersedianya sarana prasarana yang 

mendukung proses pendidikan yang ramah terhadap semua siswa, 

khususnya bagi siswa inklusi. Berdasarkan data yang telah di bahas pada 

temuan hasil penelitian, semua faktor pendukung pada sekolah ini sesuai 

dengan pendapat tersebut. Mulai sikap penerimaan yang sudah dilakukan 

oleh seluruh warga sekolah terhadap siswa inklusi untuk belajar bersama 

siswa regular pada satu kelas. Bahkan wali murid juga mendukung adanya 

program pendidikan inklusi ini dan ikut berperan dengan memberikan 

sumbangan sukarela demi kelancaran setiap kegiatan operisional dari 

pendidikan inklusi yang di terapkan di SMP Negeri 13 Surabaya. 

Kemudian GPK dan guru inklusi yang sudah melakukan penyesuaian atau 

modifikasi pada kurikulum untuk siswa inklusi dengan diturunkannya 

                                                           
100 Syafarudin, Efektivitas Kebijakan Pendidikan. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 105 
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indikator pencapaian sehingga siswa inklusi juga dapat lulus berdasar 

kurikulum yang telah ditetapkan. Sekolah juga telah mengadakan sarana 

dan prasarana yang sudah dianggap memadai oleh guru, siswa, dan 

bahkan wali murid. 

 Selain faktor pendukung Syafarudin (2008) juga 

mengemukakan faktor penghambat dari kebijakan kepala sekolah dalam 

mengimplementasikan pendidikan inklusi antara lain101 (1) minimnya 

guru pembimbing khusus anak luar biasa. (2) kurangnya penerimaan 

orang tua dengan alasan khawatir akan dampak buruk dari penerapan 

pendidikan inklusi. (3) dan kurangnya sokongan dari pemerintah terkait 

untuk memajukan sekolah inklusi. Pada fakta lapangan, faktor 

penghambat yang sesuai dengan pendapat tersebut hanya pada poin 

nomor 1 saja. Di SMP Negeri 13 pada awalnya memang sangat 

kekurangan GPK atau guru pendamping khusus untuk siswa inklusi dan 

bahkan GPK yang sudah ada jurusannya kurang sesuai dengan jenis 

kebutuhan khusus dari siswa inklusi. Untuk mengatasi hal tersebut pihak 

sekolah memilih dari guru mapel regular yang ada disekolah tersebut 

untuk menjadi guru inklusi dengan beberapa syarat yang harus dilakukan. 

Kemudian, terdapat faktor penghambat yang diluar dari pendapat tersebut 

antara lain tantrum yang dialami oleh siswa inklusi dan sikap kurang pro 

aktif atau kurang pedulinya dari beberapa orang tua terhadap program 

                                                           
101 Ibid, 109 
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pendidikan ini. Untuk mengatasi hambatan tersebut sekolah telah 

melakukan beberapa tindakan seperti menarik siswa inklusi yang 

mengalami tantrum dari kelas regular yang kemudian diberikan kepada 

GPK untuk ditenangkan di ruang pintar yang khusus untuk siswa inklusi. 

Dan dilakukan Home Visit kepada wali murid dan melakukan diskusi 

bersama untuk mengetahui permasalahan yang lebih jelas untuk 

kemudian dicarikan solusi terbaik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

97 
 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan 

pada bab sebelumnya, maka kesimpulan dapat dirumuskan sesuai rumusan 

masalah pada beberapa perincian berikut. 

1. Berdasarkan temuan dan analisa data kebijakan Kepala Sekolah 

dalam mengimplementasikan Pendidikan Inklusi di SMP Negeri 13 

Surabaya sebagai berikut : (1) kepala sekolah dan jajaran guru 

terlebih dahulu membuat sebuah program kerja tahunan pendidikan 

inklusi. Perangkat program kerja tahunan digunakan sebagai 

pedoman untuk pelayanan dan pelaksanaan pendidikan inklusi 

sesuai proses yang harus dilaksanakan pada program pendidikan 

Inklusi. (2) kebijakan dapat dilaksanakan pada proses penerimaan 

siswa baru yang dilakukan dengan pengidentifikasian kebutuhan 

khusus dari masing-masing calon siswa. Yang hasilnya, tidak 

semua kategori kebutuhan khusus diterima di sekolah ini. kategori 

yang tidak diterima yakni tunanetra dikarenakan tidak adanya GPK 

yang bisa membaca huruf braile. (3) penyusunan kurikulum yang 

disesuiakan kondisi siswa inklusi. Dimana guru-guru di SMP 

Negeri 13 telah menurunkan indikator pencapaian untuk siswa 

inklusi supaya siswa inklusi juga dapat meraih KKM yang telah 

ditetapkan yakni 82. Jika ada siswa inklusi yang tidak mencapai 

KKM akan melaksanakan remedial berupa penjelasan Kembali 

materi yang mengalami remidi kemudian melakukan praktik. 
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Kebijakan kedua yakni ruang pintar yang dibuat khusus untuk 

siswa inklusi. Ruang pintar berfungsi sebagai kelas untuk siswa 

inklusi di luar pembelajaran bersama siswa reguler. 

2. Kebijakan kepala sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan 

inklusi pasti mengalami adanya faktor pendukung dan penghambat. 

Berikut faktor pendukung kebijakan kepala sekolah di SMP Negeri 

13 Surabaya, meliputi, (1) adanya sikap penerimaan yang baik oleh 

tenaga pendidik dan kependidikan terhadap kekurangan peserta 

didik bahkan wali murid juga mendukung adanya program 

pendidikan inklusi di sekolah ini. (2) untuk donator tetap memang 

tidak ada karena biaya dari pelaksanaan pendidikan inklusi sudah 

dianggarkan oleh Mendikbud untuk membiayai implementasi 

pendidikan inklusi. selain itu, bantuan biaya juga datang secara 

suka rela dari wali murid karena mendukung adanya program ini.  

(3) kurikulum fleksibel yang memang sudah disesuaikan pada 

siswa inklusi dengan melakukan penurunan indikator pencapaian 

supaya siswa inklusi dapat melampaui KKM yang telah ditentukan, 

(4) didukung fasilitas yang menunjang proses pendidikan iniklusi 

dengan dibangun ruang pintar yang khusus untuk siswa inklusi 

ketika selesai melakukan pembelajaran bersama kelas reguler. 

Sedangkan faktor penghambat dapat ditemukan yakni, (1) 

terbatasnya guru pembimbing khusus anak luar biasa karena pada 
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faktanya di SMP Negeri 13 Surabaya hanya terdapat 3 GPK dari 

dinas dan itupun dengan jurusan yang kurang sesuai, 2 guru dari 

jurusan psikologi dan 1 guru dari PLB. Kemudian untuk mengatasi 

kekurangan tersbeut sekolah akhirnya memilih guru mapel dengan 

pertimbangan berbagai syarat untuk dapat menjadi guru 

pendamping membantu GPK. (2) kurangnya pengetahuan orang tua 

bahwa pembauran siswa regular dengan siswa berkebutuhan 

khusus tidak akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak, beberapa 

orang tua peserta didik regular tidak setuju jika anaknya disatukan 

(3) masih kurangnya upaya pemerintah untuk memerhatikan 

sekaligus mendukung kebijakan sekolah inklusi. pada faktor 

penghambat ketiga tidak sesuai karena pada faktanya pemerintah 

melalui dinas terkait yang menjadi pendorong utama dalam 

pelaksanaan pendidikan inklusi ini yakni dengan memberikan 

biaya dan alat peraga yang dibutuhkan oleh sekolah dengan 

memberikan dokumen perencanaan yang nantinya menjalani 

proses penyeleksian. Dan terdapat faktor penghambat yang diluar 

teori yakni dari sikap siswa inklusi itu sendiri yang terkadang 

mengalami tantrum atau memang sudah tidak sanggup untuk 

mengikuti pembelajaran di kelas reguler. Masalah ini diatasi 

dengan membawa siswa untuk meninggalkan kelas terlebih dahulu 

kemudian GPK menenangkan siswa inklusi ini dan dibawa ke 
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ruang pintar. Lalu, Sekolah ini juga tidak menerima semua kategori 

anak berkebutuhan khusus dikarenakan tidak ada GPK yang sesuai 

jurusan untuk kebutuhan tersebut. 

 

B. SARAN 

Setelah adanya hasil penelitian dan pembahasan secara mendalam 

mengenai penelitian ini maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai 

berikut. 

1. Anjuran pertama ditujukan untuk sekolah. Saran berupa pemberian 

perekrutan dan pelatihan guru untuk menjadi guru pembimbing siswa 

berkebutuhan khusus, sehingga guru tidak hanya memiliki kemampuan 

pedagogis untuk mengajar siswa regular saja, namun guru juga dapat 

siap apabila memberikan pengajaran kepada siswa berkebutuhan 

khusus. 

2. Anjuran kedua ditujukan untuk pemerintah. Dinas pendidikan minimal 

memperhatikan keberadaan sekolah inklusi serta memberikan 

dukungan berupa finansial, sosialisasi, dan pengarahan terhadap 

sekolah yang berusaha mengimplementasikan pendidikan inklusi. Hal 

tersebut supaya sekolah inklusi memiliki kedudukan yang sama dengan 

sekolah regular pada umumnya, sehingga pemerintah tidak terkesan 

menganaktirikan sekolah inklusi. .  
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